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MOTTO 
 
     
“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” 
(Q.S. Al Baqarah : 214) 
 
“Anything’s possible if you’ve got enough nerve.” 
(J.K. Rowling) 
 
“Rencana Tuhan itu jauh lebih besar dibanding rencana manusia. Jika tidak 
mengerti, marah, tidak terima dengan situasi yang kita hadapi, boleh jadi karena 
kita tidak tahu, bahwa Tuhan menyimpan rencana yang lebih indah bagi kita.” 
(Tere Liye) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of procedural justice 
and ethical work climate as a moderator of the influence of budget participation, 
budget emphasis and asymmetry information on the budgetary slack on the 
Government of Surakarta. This type of research is quantitative research. This 
research was conducted in 33 SKPD. 
Sampling technique with Convenience Sampling. The data used in the form 
of primary data. The respondents are 132 officials involved in budgeting. Methods 
of data collection using questionnaires. Data analysis method used is Moderated 
Regression Analysis. 
The results show that budget emphasis affect the budgetary slack, while 
budget participation and asymmetry information have no effect. Procedural 
justice does not moderate the relationship of budget participation and asymmetry 
information to the budgetary slack, instead moderating the relationship of budget 
emphasis to the budgetary slack. The ethical work climate moderates budget 
participation relationships against budgetary slack, but does not moderate the 
relationship of budget emphasis and asymmetry information to the budgetary 
slack. 
Keywords: Budget Participation, Budget Emphasis, Asymmetry Information, 
Procedural Justice, Ethical Work Climate, Budgetary Slack 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan 
prosedural dan iklim kerja etis sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi anggaran, 
penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran pada 
Pemerintah Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini dilakukan di 33 SKPD. 
Teknik pengambilan sampel dengan Convenience Sampling. Data yang 
digunakan berupa data primer. Respondennya adalah 132 pejabat yang terlibat 
dalam penyusunan anggaran. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan penekanan anggaran berpengaruh terhadap 
kesenjangan anggaran, sedangkan partisipasi anggaran dan asimetri informasi 
tidak berpengaruh. Keadilan prosedural tidak memoderasi hubungan 
partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran, 
sebaliknya memoderasi hubungan penekanan anggaran terhadap kesenjangan 
anggaran. Iklim kerja etis memoderasi hubungan partisipasi anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran, tetapi tidak memoderasi hubungan penekanan 
anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran. 
Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi, 
Keadilan Prosedural, Iklim Kerja Etis, Kesenjangan Anggaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Dengan pelaksanaan otonomi 
daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya secara 
hemat, tepat guna dan berhasil guna untuk dapat dipertanggungjawabkan ke 
masyarakat (Mardiasmo, 2002). Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber 
dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola 
dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah atau biasa disingkat APBD (Mahsun dkk., 2011). 
Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 
yang telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan pada prosedur penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan yang dimaksud 
mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan 
anggaran daerah tersebut, mulai dari kepala daerah hingga Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang berada di bawahnya (Irfan dkk., 2016). 
Proses penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahapan mulai dari 
penetapan skala prioritas program dan kegiatan, Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang), tahap penyusunan anggaran dari masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), penelitian oleh Tim Anggaran Pemerintah 
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Daerah (TAPD), pembahasan oleh legislatif dan diakhiri penetapannya oleh 
legislatif bersama pemerintah daerah (Dewi dan Ayu, 2014). 
Pemerintah Kota Surakarta merupakan lembaga yang bertanggungjawab 
atas proses penyusunan anggaran di Kota Surakarta yang kemudian tercermin 
dalam  APBD Kota Surakarta. Terdapat fenomena menarik pada Pemerintah Kota 
Surakarta terkait masalah anggaran yaitu seperti yang dimuat dalam harian 
Solopos, bahwa realisasi belanja daerah Tahun 2014 hanya Rp 1,48 triliun atau 
88,48% dari alokasi anggaran Rp 1,67 triliun. Serapan biaya langsung hanya Rp 
629,33 miliar atau 86,93% dari alokasi anggaran Rp 720,4 miliar. Sementara 
realisasi pendapatan daerah tembus 100%, yakni Rp 1,5 triliun (Rahayu, 2015). 
Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan pencapaian anggaran yang 
tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Padahal proses perencanaan 
dilakukan melalui mekanisme yang panjang dan ketat. Sehingga menyebabkan 
adanya indikasi terjadi kesenjangan anggaran dengan melonggarkan target 
anggaran agar anggaran mudah untuk dicapai. 
Pada umumnya kesenjangan anggaran di pemerintah daerah dikarenakan 
terdapat tindakan oportunistik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
(Pratiwi dan Widanaputra, 2016). Menurut Carr & Brower (2000 dalam Halim 
dan Abdullah, 2006), oportunistik dalam sektor publik bermakna bahwa ketika 
terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, prinsipal akan mengalami kerugian 
karena kemungkinan besar agen akan mengutamakan kepentingannya. 
Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan 
pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan dengan masyarakat sebagai pihak yang 
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dilayani, justru melahirkan banyak oportunistik yang lebih mementingkan diri sendiri 
dan kelompoknya (kepentingan unit/SKPD) daripada kepentingan publik/ rakyat 
(Abdullah, 2004). Sehingga meningkatkan kesenjangan anggaran yang dilakukan 
pemerintah daerah, karena pemerintah akan membuat anggaran yang mudah untuk 
dicapai yang tidak sesuai dengan skala prioritas masyarakat. 
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat perkembangan APBD Pemerintah 
Kota Surakarta Tahun 2013. Apabila dibandingkan anggaran dan realisasi 
pendapatan ditemukan realisasi pendapatan lebih tinggi dengan anggaran yang 
telah ditetapkan. Kondisi ini memproyeksikan terjadinya kesenjangan anggaran 
(budgetary slack), karena realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dari anggaran 
pendapatan daerah (Irfan dkk., 2016). 
Lebih lanjut dalam penelitian Irfan dkk. (2016), apabila pada angka 
realisasi belanja tidak mencapai 100%, artinya anggaran belanja tidak diserap 
secara maksimal. Kondisi ini juga memproyeksikan terjadinya kesenjangan 
anggaran karena realisasi belanja selalu lebih rendah dari anggaran belanja daerah. 
Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah 
Kota Surakarta tahun 2013-2015 berikut ini: 
  
4 
 
 
 
Tabel 1.1 
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2013-2015 (dalam jutaan) 
Tahun Anggaran 
Pendapatan 
(Rp) 
Realisasi 
Pendapatan 
(Rp) 
% Anggaran 
Belanja 
(Rp) 
Realisasi 
Belanja 
(Rp) 
(%) 
2013 1.371.768,4 1.385.005,1 100,96 1.516.888,9 1.375.304,9 90,67 
2014 1.538.846,8 1.525.575,8 99,14 1.672.569,7 1.479.827,9 88,48 
2015 1.596.393,7 1.568.482,7 98,25 1.781.680,9 1.532.527,1 86,02 
Sumber: BPPKA Kota Surakarta, 2016. 
Di instansi pemerintahan, banyak ditemui keluhan masyarakat mengenai 
pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas masyarakat 
(Pratama, 2013). Apabila terdapat kesenjangan anggaran yang besar, berarti 
semakin buruk anggaran yang direncanakan, serta semakin tidak jelas dana yang 
ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah dianggap tidak bertanggungjawab 
kepada masyarakat (Dewi dan Ayu, 2014). 
Kesenjangan anggaran menjadi masalah bagi organisasi karena pentingnya 
menciptakan manajemen yang efektif dan produktif. Anggaran digunakan sebagai 
alat untuk mengukur kinerja bawahan. Keberhasilan pencapaian anggaran menjadi 
indikator bahwa bawahan telah bekerja dengan baik, sehingga untuk memudahkan 
mencapai target anggaran bawahan menciptakan kesenjangan (Ozer dan Yilmaz, 
2011). Kesenjangan anggaran berkaitan dengan keabsahan anggaran manajemen 
dan berhubungan dengan perilaku akuntansi, tetapi merupakan area yang sulit 
dikendalikan, sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut (Ika dan Intiyas, 2014). 
Menurut Douglas dan Wier (2000, dalam Ozer dan Yilmaz, 2011) 
kesenjangan anggaran merupakan perbedaan antara target kinerja yang 
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direncanakan dan kemampuan yang sebenarnya. Dalam keadaan terjadinya 
kesenjangan anggaran, biasanya dilakukan dengan merendahkan pendapatan dan 
menaikkan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga 
target akan mudah dicapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kesenjangan anggaran diantaranya adalah partisipasi anggaran, penekanan 
anggaran, dan asimetri informasi. 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran digambarkan dengan proses 
individu untuk mencapai target dalam proses penganggaran dan adanya 
penghargaan bila target dapat dicapai (Ariawan dkk., 2015). Dalam organisasi 
publik, atasan harus terlibat dalam kaji ulang (penelahaan) anggaran, pengesahan 
anggaran, dan juga mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga tercipta 
anggaran yang realistis, karena tanpa partisipasi aktif dari atasan, maka bawahan 
cenderung menetapkan anggaran yang mudah dicapai dengan melakukan 
kesenjangan anggaran (Triantana dkk., 2015). 
Sehingga menurut Armaeni (2012) diperlukan adanya pembatasan 
partisipasi, yaitu bawahan dalam menyusun anggaran sesuai dengan proporsional 
atau rencana dan strategi yang telah ditentukan sehingga dapat mengurangi 
timbulnya kesenjangan anggaran. Dengan tingginya partisipasi bawahan dalam 
penyusunan anggaran dapat memberikan peluang lebih terhadap bawahan 
melakukan kesenjangan anggaran dan apabila partisipasi bawahan rendah, 
kemungkinan bawahan untuk melakukan kesenjangan anggaran juga rendah. 
Penekanan anggaran adalah kondisi ketika anggaran dijadikan faktor yang 
paling dominan dalam pengukuran kinerja bawahan pada suatu organisasi 
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(Sujana, 2010). Apabila bawahan mampu melebihi target anggaran maka bawahan 
akan mendapatkan kompensasi, sebaliknya bawahan akan mendapatkan sanksi 
jika kinerjanya kurang dari target. Dalam keadaan seperti ini bawahan akan 
mencari cara untuk melindungi diri dari resiko tidak tercapainya target anggaran 
yaitu dengan menciptakan kesenjangan anggaran (Triana dkk., 2012). 
Salah satu kondisi yang juga dapat menyebabkan kesenjangan anggaran 
adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan 
dimana terdapat ketidakpastian informasi karena di dalam organisasi ada salah 
satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak. Asimetri informasi timbul 
karena adanya partisipasi di dalam proses penyusunan anggaran yang melibatkan 
atasan dan bawahan (Cika dan Dwija, 2016). 
Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama 
dengan kinerja yang diharapkan. Namun karena informasi bawahan lebih baik dari 
pada atasan, maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran 
dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, serta 
membuat anggaran yang mudah dicapai, sehingga terjadilah kesenjangan 
anggaran (Enni & Erianti, 2014). 
Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu keadilan prosedural 
dan iklim kerja etis untuk mengetahui pengaruhnya pada hubungan antara 
partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap 
timbulnya kesenjangan anggaran. Berdasarkan penelitian Ariawan dkk. (2015), 
bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan keadilan prosedural akan 
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menurunkan kesenjangan anggaran, sedangkan hubungan antara partisipasi 
anggaran dan iklim kerja etis akan meningkatkan kesenjangan anggaran. 
Keadilan prosedural terkait dengan persepsi bawahan mengenai keadilan 
dari prosedur yang diterapkan dalam semua proses alokasi sumber daya. Prosedur 
yang adil ditentukan berdasarkan enam aturan, yaitu konsistensi, bias penekanan, 
akurasi, kebenaran, keterwakilan dan keetisan. Bahkan apabila salah satu prosedur 
memenuhi salah satu dari aturan-aturan ini, karyawan menganggap sebagai 
prosedur yang adil. Keadilan prosedural dalam proses penganggaran mampu 
mengurangi keinginan bawahan untuk melakukan kesenjangan anggaran (Ozer 
dan Yilmaz, 2011). 
Victor dan Cullen (1988, dalam Ozer dan Yilmaz, 2011) mendefinisikan 
iklim etika sebagai persepsi berperilaku praktek-praktek organisasi yang khas dan 
prosedur yang memiliki konten yang etis. Menciptakan iklim kerja yang etis 
dalam organisasi dapat mencegah perilaku mementingkan diri sendiri. Karena 
penciptaan kesenjangan anggaran adalah jenis perilaku mementingkan diri sendiri, 
dan iklim etika kerja akan efektif pada penciptaan kesenjangan anggaran. Perilaku 
beretika diperlukan oleh masyarakat agar semua sisi kehidupan dapat berjalan 
dengan baik. 
Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh partisipasi 
anggaran, penekanan anggaran, dan asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran telah banyak dilakukan dan menyatakan hasil penelitian yang berbeda. 
Penelitian Enni dan Erianti (2014) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, 
Penekanan Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Timbulnya Kesenjangan 
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Anggaran” menyatakan bahwa partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan 
asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.  
Hasil penelitian Dewi dan Erawati (2014) tentang pengaruh partisipasi 
anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi pada 
kesenjangan anggaran menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 
partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran dan terdapat pengaruh positif 
antara asimetri informasi dan penekanan anggaran terhadap kesenjangan 
anggaran. 
Penelitian selanjutnya menunjukkan hasil temuan yang berbeda yaitu 
mengenai pengaruh penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran, 
diantaranya penelitian Resen (2014) yang menyatakan bahwa penekanan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Sedangkan penelitian 
Kristianto (2009) menyatakan  bahwa penekanan anggaran berpengaruh negatif 
terhadap kesenjangan anggaran. 
Penelitian Cika dan Dwija (2016) menyatakan bahwa asimetri informasi 
yang meningkat dalam proses penyusunan anggaran akan memicu meningkatnya 
kesenjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian Elisa dan Henny (2014) 
menyatakan asimetri informasi bukan menjadi faktor yang meningkatkan 
timbulnya kesenjangan anggaran. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis, 
membahas serta melakukan penelitian dengan judul “Keadilan Prosedural dan 
Iklim Kerja Etis sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan 
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Anggaran, dan Asimetri Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi 
Empiris pada Pemerintah Kota Surakarta). 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 
permasalahan yang mucul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Pencapaian target anggaran di Pemerintah Kota Surakarta tidak sesuai 
dengan perencanaan anggaran sebelumnya. Padahal proses perencanaan 
yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014 
dilakukan melalui mekanisme yang panjang dan ketat. 
2. Penghindaran risiko berupa penentuan anggaran pendapatan yang lebih 
kecil dan anggaran belanja yang lebih besar dari realisasi yang dilaporkan. 
Hal ini menyebabkan adanya indikasi perlakuan slack dalam anggaran. 
3. Persepsi keadilan prosedural dan iklim kerja etis yang baik dapat 
mengurangi terjadinya kesenjangan anggaran. Jika organisasi mampu 
menerapkan prosedur dan keputusan secara adil maka anggota organisasi 
akan merasakan keadilan prosedural. Semakin etis iklim suatu organisasi, 
akan menurunkan kesenjangan anggaran, sebaliknya semakin tidak etis 
suatu organisasi akan meningkatkan terciptanya kesenjangan anggaran. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini perlu dilakukan untuk memfokuskan 
penelitian, mencegah terlalu luasnya pembahasan dan mencegah terjadinya salah 
interprestasi atau kesimpulan yang dihasilkan. Sehingga penelitian ini dibatasi 
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pada faktor-faktor seperti partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan asimetri 
informasi dan dimoderasi oleh keadilan prosedural dan iklim kerja etis yang 
dianggap berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (Studi Empiris pada 
Pemerintah Kota Surakarta). 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah 
dan batasan masalah maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 
pada Pemerintah Kota Surakarta? 
2. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 
pada Pemerintah Kota Surakarta? 
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 
pada Pemerintah Kota Surakarta? 
4. Apakah keadilan prosedural memoderasi hubungan partisipasi anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran? 
5. Apakah keadilan prosedural memoderasi hubungan penekanan anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran? 
6. Apakah keadilan prosedural memoderasi hubungan asimetri informasi 
terhadap kesenjangan anggaran? 
7. Apakah iklim kerja etis memoderasi hubungan partisipasi anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran? 
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8. Apakah iklim kerja etis memoderasi hubungan penekanan anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran? 
9. Apakah iklim kerja etis memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap 
kesenjangan anggaran? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan di atas maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi anggaran dapat 
berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota 
Surakarta. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penekanan anggaran dapat 
berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota 
Surakarta. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis asimetri informasi dapat berpengaruh 
terhadap kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota Surakarta. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis keadilan prosedural dapat 
memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan 
anggaran. 
5. Untuk mengetahui dan menganalisis keadilan prosedural dapat 
memoderasi hubungan penekanan anggaran terhadap kesenjangan 
anggaran. 
6. Untuk mengetahui dan menganalisis keadilan prosedural dapat 
memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran. 
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7. Untuk mengetahui dan menganalisis iklim kerja etis dapat memoderasi 
hubungan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran. 
8. Untuk mengetahui dan menganalisis iklim kerja etis dapat memoderasi 
hubungan penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran. 
9. Untuk mengetahui dan menganalisis iklim kerja etis dapat memoderasi 
hubungan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta 
Memberikan pertimbangan dan masukan bagi jajaran manajemen dalam 
pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pemerintah 
terutama dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian penyusunan 
anggaran pemerintah. 
2. Bagi Pihak Akademisi 
Menambah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori 
akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen yang diharapkan dapat 
menambah pengetahuan serta sebagai acuan referensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
1.7 Jadwal Penelitian 
 Terlampir 
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1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut: 
BAB I.  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. 
BAB III. METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik 
analisis data. 
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan 
pembahasan hasil analisis data (Pembuktian Hipotesis). 
BAB V. PENUTUP 
Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 
yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Anggaran 
Anggaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari 
perencanaan keuangan guna mencapai tujuan organisasi. Governmental 
Accounting Standards Board (GASB) mendefinisikan anggaran sebagai rencana 
operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan 
sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu 
tertentu (Bastian, 2001: 79). 
Anggaran membantu manajer untuk lebih bertanggungjawab karena 
anggaran merupakan cara untuk mengkomunikasikan rencana, mengalokasikan 
sumber daya, menentukan tujuan, dan berfungsi sebagai pedoman dalam suatu 
organisasi (Bradshaw et al., 2007). 
Menurut Hansen dan Mowen (2011), anggaran adalah elemen vital dalam 
proses perencanaan dan pengendalian. Dalam proses perencanaan, anggaran 
menuntut manajemen untuk membuat perencanaan masa depan dan mendorong 
manajemen perusahaan untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh 
dan merumuskan kebijakan masa depan. Sedangkan dalam proses pengendalian, 
anggaran memberikan batasan yang mampu mengontrol penggunaan berbagai 
sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memotivasi para karyawan. 
Menurut Mulyadi (2001: 488), anggaran merupakan suatu rencana kerja 
yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan 
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ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran mempunyai 
beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut: 
1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
Sebagai hasil negoisasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran 
mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk 
masa depan. 
2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang 
mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. 
Anggaran menunjukkan bagaimana beragam sub unit organisasi harus 
bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 
berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan 
manajer bawah dengan manajer atas. Arus informasi dari departemen ke 
departemen berfungsi untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi aktivitas 
organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke 
tingkatan organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan 
operasional mengenai pencapaian anggaran. 
4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding 
hasil operasi sesungguhnya. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi 
kinerja dan manajer pusat biaya dan laba. 
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan 
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kelemahan bagi perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk 
menentukan tindakan korektif yang tepat. 
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan untuk terus bertindak secara efektif dan efisien 
sesuai dengan tujuan organisasi. 
Ozer dan Yilmas (2011) menyebutkan melalui anggaran dapat diketahui 
seberapa besar kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Anggaran dalam pemerintahan 
digunakan sebagai dokumen atau kontrak untuk kesepakatan dan komitmen yang 
telah dibuat oleh pemerintah atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 
tertentu (Mardiasmo, 2002: 65). 
2.1.2 Anggaran Sektor Publik 
Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002: 62) adalah rencana 
kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan 
belanja dalam satuan moneter. Sedangkan Mahsun dkk. (2011: 65) berpendapat 
bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas yang berisi 
tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan 
aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai 
program dan aktivitas tersebut. 
Anggaran juga berisi tentang perencanaan kegiatan yang dilakukan di 
masa yang akan datang. Anggaran dalam pemerintahan juga digunakan untuk 
mengarahkan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk 
menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat (Triana 
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dkk., 2012). Maka dari itu, apabila terdapat kesenjangan yang besar pada 
anggaran, berarti semakin buruk anggaran yang direncanakan, serta semakin tidak 
jelas dana yang ditujukan pada masyarakat dan pemerintah dianggap tidak 
bertanggungjawab pada masyarakat (Dewi dan Ayu, 2014). 
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu anggaran operasional dan 
anggaran modal (Mardiasmo, 2002: 66). Anggaran operasional digunakan untuk 
merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, seperti 
Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Anggaran 
modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, 
misalnya gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Karakteristik 
anggaran sektor publik menurut Bastian (2006: 166) adalah sebagai berikut: 
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan. 
2. Anggaran pada umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau 
beberapa tahun. 
3. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusunan anggaran. 
4. Sekali susun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 
Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mahsun dkk. (2011: 
68) dikelompokkan menjadi empat tahap yaitu: 
1. Tahap Persiapan Anggaran 
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar 
taksiran pendapatan yang tersedia. Faktor tingkat ketidakpastian yang 
cukup tinggi juga perlu menjadi perhatian. Di Indonesia, proses 
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perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan 
bottom-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan 
pembangunan pemerintah pusat. 
2. Tahap Ratifikasi 
Pada tahap ini rencana anggaran dibahas bersama dengan legislatif sebagai 
pemegang tertinggi hak anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang 
melibatkan proses politik yang cukup rumit. Dalam tahap ini rencana 
anggaran yang telah disusun bisa mengalami perubahan maupun 
pergeseran antar unit organiasasi dalam pemerintahan. 
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran 
Setelah rencana anggaran mendapat persetujuan dari legislatif, tahap 
selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Semua kegiatan dan aktivitas 
baik berupa pengeluaran anggaran maupun pendapatan anggaran 
dilaksanakan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah perlu 
dimilikinya suatu sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 
yang memadai dalam proses pelaksanaan anggaran. 
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 
Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini 
anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi 
pelaksanaannya. Tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan mengalami 
kendala jika dalam tahap implemtasi telah didukung dengan sistem 
informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. 
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2.1.3 Kesenjangan Anggaran 
Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota 
dalam organisasi, dimana terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau 
kontrak yaitu yang memberikan kewenangan atau kekuasaan disebut prinsipal dan 
yang menerima kewenangan disebut agen. Hubungan eksekutif dan legislatif 
berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
tentang perubahan posisi luasnya kekuasaan atau kesejajaran antara legislatif 
terhadap eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). 
Dalam konteks pemerintah daerah, eksekutif atau kepala daerah (bupati, 
walikota atau gubernur) beserta jajarannya yang disebut pemerintah daerah dapat 
dipandang sebagai agen, sedangkan legislatif (DPRD) dengan segala wewenang 
dan fungsinya dapat dipandang sebagai prinsipal (Yuhertiana, 2003). Dalam 
hubungan keagenan antara prinsipal (masyarakat yang diwakili DPRD) dengan 
agen (pemerintah daerah) di mana atasan berperan dalam melaksanakan legislasi, 
penganggaran, dan pengawasan sedangkan bawahan berperan melakukan 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran daerah (Triminarni, 2014). 
Kesenjangan anggaran menurut Indrawati (2005) adalah proses yang 
terjadi pada saat perencanaan anggaran, dimana ketika individu dilibatkan dalam 
pembuatan anggaran cenderung meninggikan biaya atau merendahkan 
pendapatan. Kesenjangan anggaran sering terjadi pada tahap perencanaan dan 
persiapan anggaran daerah, karena penyusunan anggaran didominasi eksekutif dan 
legislatif, serta kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat.  
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Menurut Anthony dan Govindarajan (2006 : 85), ada tiga alasan utama 
manajer melakukan kesenjangan anggaran diantaranya: Pertama, orang-orang 
selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat baik di mata atasan jika 
mereka dapat mencapai anggarannya. Kedua, kesenjangan anggaran selalu 
digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang 
tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui anggarannya. 
Ketiga, rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber 
daya. 
Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara sumber daya yang 
sesungguhnya diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dengan 
sejumlah sumber daya yang ditambahkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
Manajer menciptakan slack dengan memperkirakan pendapatan yang lebih 
rendah dan estimasi biaya yang lebih tinggi. Manajer melakukan ini untuk 
memberikan margin keamanan (margin of safety) agar memenuhi tujuan yang 
telah dianggarkan (Siegel dan Marconi, 1989 dalam Kahar et al., 2016). 
Penelitian Busch dan Gustafsson (2002, dalam Ozer dan Yilmaz, 2011) 
menunjukkan bahwa jumlah slack yang terjadi di organisasi publik lebih tinggi 
dari organisasi swasta dan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam 
organisasi publik tidak cukup untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi. 
Menurut Onsi (1973 dalam Erina dan Suartana, 2016), informasi anggaran 
yang diterima oleh prinsipal memungkinkan untuk mendeteksi kesenjangan, 
namun hal ini tidak menghalangi agen untuk melakukan kesenjangan. Agen 
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melakukan hal ini agar target anggaran mudah dicapai sehingga kinerjanya terlihat 
baik. 
2.1.4 Partisipasi Anggaran 
Partisipasi anggaran adalah suatu proses dalam penyusunan anggaran yang 
melibatkan individu-individu, yakni manajer atau agen untuk menentukan tujuan 
anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya 
penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam 
Erina dan Suartana, 2016). 
Partisipasi anggaran berarti keikutsertaan operating manager dalam 
memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di 
masa datang yang akan ditempuh oleh operating manajer tersebut dalam 
pencapaian sasaran target. Tingkat partisipasi operating manager akan mendorong 
moral kerja yang tinggi dan inisiatif para manajer (Mulyadi, 2001: 85).  
Partisipasi anggaran melibatkan dua pihak, yaitu manajer atas yang 
menggunakan anggaran untuk mengontrol manajer bawah dalam hal ekonomi 
(Charpentier, 1998 dalam Triana dkk, 2012). Adanya komunikasi yang baik dalam 
penyusunan anggaran menyebabkan bawahan dapat mengetahui apa yang 
diharapkan oleh pihak atasan. Demikian pula sebaliknya, pihak atasan akan 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi bawahan terkait dengan penganggaran 
(Nitiari dan Yadnyana, 2015). 
Perumusan anggaran yang hanya didasarkan pada kehendak atasan tanpa 
melibatkan bawahan akan membuat bawahan mengalami kesulitan dalam 
mencapai target anggaran. Sebaliknya, perumusan anggaran yang hanya dilakukan 
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oleh bawahan dapat mengakibatkan rendahnya motivasi bawahan untuk mencapai 
target anggaran (Desy dan Erawati, 2016). Menurut Milani (1975, dalam Desy 
dan Erawati, 2016), karakteristik partisipasi anggaran meliputi: 
1. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer. 
2. Alasan-alasan pihak manajer saat merevisi anggaran. 
3. Keinginan memberikan pendapat atau usulan kepada pihak manajer tanpa 
diminta. 
4. Sejauh mana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir. 
5. Pentingnya bawahan berkontribusi terhadap anggaran. 
6. Seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran sedang disusun. 
Anthony dan Govindarajan (2006) mengatakan proses partisipasi anggaran 
terbilang efektif karena terjadi pertukaran informasi sehingga besaran anggaran 
yang disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari 
pembuat anggaran yang dekat dengan lingkungan operasi. Namun, akan ada 
perilaku negatif yang bisa timbul dari keterlibatan bawahan (agen) dalam 
penyusunan anggaran yaitu dengan cara menciptakan kesenjangan anggaran untuk 
memudahkan bawahan mencapai target anggaran. 
2.1.5 Penekanan Anggaran 
Penekanan anggaran adalah kondisi di mana anggaran sebagai salah satu 
faktor yang paling dominan dalam mengukur kinerja bawahan (Nila dan Selvi, 
2012). Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 
suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 
telah ditetapkan. Penilaian sasaran kinerja anggaran berdasarkan dicapai atau 
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tidaknya anggaran merupakan salah satu faktor yang mendorong bawahan untuk 
membuat kesenjangan anggaran (Erina dan Suartana, 2016). 
Penekanan anggaran atau budget emphasis merupakan desakan dari atasan 
kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, 
yang berupa sanksi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu 
melebihi target anggaran. Para manajer yang tidak mampu mencapai target 
anggaran akan menghadapi kemungkinan kehilangan bonus tahunan atau pada 
titik yang paling ekstrim akan kehilangan pekerjaan (Nurainun dkk., 2012). 
Menurut Armaeni (2012) peningkatan kinerja bawahan dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu yang pertama, meningkatkan performance, sehingga 
realisasi anggarannya lebih tinggi daripada yang telah dianggarkan. Sedangkan 
cara yang kedua adalah dengan cara membuat anggaran mudah untuk dicapai, 
misalnya dengan merendahkan target pendapatan dan meninggikan biaya 
perusahaan, sehingga anggaran tersebut mudah untuk dicapai, dalam hal ini akan 
menimbulkan budgetary slack. 
Penekanan anggaran dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran. Hal ini 
dapat dijelaskan dengan teori keagenan yang menjelaskan fenomena pemberian 
wewenang dari atasan kepada bawahan untuk bertanggungjawab melakukan suatu 
tugas dan keputusan. Dalam teori keagenan atasan senantiasa mendesak agar 
manajer melakukan efisiensi dalam menjalankan aktivitas operasi dengan 
mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan perusahaan (Irfan dkk, 2016).  
Lebih lanjut dalam Irfan dkk. (2016), target anggaran yang terlampau sulit 
mempengaruhi manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek yang mudah 
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dicapai. Penekanan anggaran yang diterapkan memicu terjadinya upaya manajer 
melakukan kesenjangan agar anggaran yang telah disusun di unit masing-masing 
mudah dicapai antara lain dengan cara melonggarkan anggaran. Manajer berusaha 
memperoleh perbedaan yang menguntungkan dengan cara menciptakan 
kesenjangan anggaran untuk mencapai target anggaran. 
2.1.6 Asimetri Informasi 
Informasi yang jelas, tepat waktu, dan obyektif sangat diperlukan dalam 
proses penyusunan anggaran. Adanya informasi yang memadai akan memudahkan 
penyusun anggaran untuk dapat menyusun anggaran dengan baik sehingga dapat 
mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien (Cika dan Dwija, 2016). 
Asimetri informasi dianggap dapat mempengaruhi timbulnya slack dalam 
anggaran (Ardanari dan Asmara, 2014). Asymmetry information merupakan suatu 
keadaan dimana terdapat salah satu pihak dalam organisasi baik atasan maupun 
bawahan yang mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak 
lainnya. Asimetri informasi seringkali dimanfaatkan oleh bawahan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadinya (Saad, 2002 dalam Maharani dan Ardiana, 
2015), dimana bawahan cenderung memberikan informasi yang bias kepada 
atasannya, seperti menaikkan biaya atau menurunkan pendapatan. 
Teori keagenan mengatur bahwa asimetri informasi mengacu pada 
ketidakpastian yang disebabkan agen memiliki informasi pribadi yang lebih 
banyak tentang tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dibandingkan 
prinsipal (Jemias dan Yigit, 2013). Hal tersebut menyebabkan prinsipal tidak 
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mampu menentukan usaha yang dilakukan agen apakah memang benar-benar 
optimal (Arfan, 2011). 
Asimetri informasi didefinisikan sebagai perbedaan informasi yang 
dimiliki antara manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat atas pada proses 
penyusunan anggaran. Atasan/ pemegang kuasa anggaran kemungkinan 
mempunyai informasi yang lebih banyak daripada bawahan/ pelaksana anggaran 
mengenai unit tanggung jawab bawahan/ pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya 
(Faruq, 2013).  
Apabila atasan mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan 
dengan bawahan, maka akan terjadi tuntutan yang lebih besar kepada bawahan 
terkait dengan pencapaian target anggaran. Sebaliknya, apabila bawahan 
mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan atasan, maka akan 
menimbulkan keadaan dimana bawahan dapat menyatakan target yang lebih 
rendah daripada kemungkinan yang dapat dicapai (Cika dan Dwija, 2016). 
2.1.7 Keadilan Prosedural 
Keadilan prosedural merupakan kesamaan terhadap prosedur maupun 
proses yang digunakan untuk membuat keputusan anggaran oleh anggota 
organisasi (Ika dan Intiyas, 2014). Penelitian Ozer and Yilmaz (2011) menyatakan 
bahwa keadilan prosedural dalam penganggaran mampu mengurangi keinginan 
karyawan untuk melakukan kesenjangan. 
Ozer dan Yilmaz (2011) menambahkan bahwa persepsi keadilan 
prosedural adalah persepsi terhadap proses pengambilan keputusan sebagai suatu 
proses yang sepenuhnya adil. Dalam hal ini, proses yang adil menjadi norma yang 
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diterima umum terhadap perilaku baik dalam konteks sosial maupun dalam 
konteks proses pengambilan keputusan organisasi. Bawahan akan menerima 
keputusan apapun apabila dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan 
secara adil, kesamaan dalam metode, proses, dan tata cara perencanaan anggaran. 
Keadilan prosedural didefinisikan oleh Lau dan Lim (2002, dalam Pitasari 
dkk, 2014) sebagai suatu keadilan yang dirasakan dari sarana yang digunakan 
untuk menentukan jumlah imbalan bawahan, yang mana meliputi persepsi 
bawahan, mengkomunikasikan umpan balik, dan menentukan penghargaan. 
Masih dalam penelitian Pitasari dkk (2014), apabila pendapatan bawahan 
lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh oleh bawahan lain dengan prestasi dan 
kinerja yang sama, maka akan timbul suatu ketidakadilan. Sedangkan apabila 
pendapatan yang diperolehnya sama dengan pendapatan yang diperoleh oleh 
bawahan lain dengan tingkat kinerja dan prestasi yang sama, maka akan timbul 
suatu keadaan adil. 
Pada organisasi sektor publik, peningkatan kinerja seorang bawahan 
cenderung dinilai dari seberapa besar bawahan tersebut dapat mencapai 
anggarannya. Apabila pencapaian anggarannya tinggi, maka kinerja bawahan 
tersebut meningkat, serta imbalan yang diberikan tersebut juga akan meningkat. 
Sehingga agar peningkatan kinerja tersebut dicapainya dengan mudah, maka salah 
satunya cara yang dilakukannya adalah dengan melakukan kesenjangan anggaran 
(Parker dkk., 2014). 
 
27 
 
 
 
2.1.8 Iklim Kerja Etis 
Iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan 
kepuasan antaranggota. Schneider dan Rentsch (1988, dalam Ozer dan Yilmaz, 
2011) menggambarkan konsep iklim sebagai suatu cara organisasi 
mengoperasionalkan perilaku-perilaku secara rutin dan tindakan-tindakan yang 
diharapkan, didukung dan dihargai. 
Etika menurut Bateman dan Snell (2014: 186) merupakan sistem peraturan 
yang mengatur pesan dari nilai-nilai. Tujuan etika adalah mengidentifikasi aturan 
yang mengatur perilaku individu dan “sesuatu” yang bernilai. Nilai adalah prinsip-
prinsip dalam bertindak, seperti memperdulikan, menjadi jujur, menjaga janji, 
meraih kesempurnaan, menunjukkan kesetiaan, menjadi adil, bertindak dengan 
integritas, menghormati orang lain, dan menjadi warga negara yang 
bertanggungjawab. 
Adapun kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kegiatan 
melakukan sesuatu. El-Qussy (1974) dalam Asifudin (2004), seorang pakar 
ilmu jiwa berkebangsaan Mesir menerangkan bahwa kerja yang dimaksud 
disini merupakan aktivitas sengaja, bermotif dan bertujuan. Pengertian kerja 
biasanya terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik 
bersifat materiil atau nonmateril. 
Iklim etika didefinisikan sebagai persepsi praktek-praktek organisasi yang 
berperilaku khas dan sesuai prosedur yang memiliki konten yang etis (Victor dan 
Cullen, 1988 dalam Ozer dan Yilmaz, 2011). Sehingga Iklim kerja etis (ethical 
climate) dari sebuah organisasi mengacu pada proses di mana keputusan 
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dievaluasi dan dibuat berdasarkan salah dan benar (Bateman dan Snell, 2014: 
186). Menjaga perilaku etis secara konsisten merupakan tantangan bagi pemimpin 
atau manajer suatu organisasi. 
Menurut Bateman dan Snell (2014: 187), pemimpin beretika adalah 
seseorang yang berlaku sebagai orang yang bermoral dan manajer bermoral yang 
mempengaruhi orang lain untuk berperilaku etis. Untuk menciptakan iklim kerja 
etis, manajer harus menjadi lebih etis dibandingkan orang lain dan juga harus 
memimpin orang lain untuk berperilaku etis. 
Iklim kerja etis nantinya akan mendorong pengambilan keputusan yang 
etis dalam organisasi. Membuat keputusan yang etis bukanlah hal yang mudah. 
Membuat keputusan etis memerlukan kesadaran moral (menyadari bahwa masalah 
memiliki implikasi yang etis), pertimbangan moral (memahami tindakan apa yang 
dapat dipertahankan secara moral), serta karakter moral (Bateman dan Snell, 
2014: 191). 
2.1.9 Iklim Kerja Etis dalam Perspektif Islam 
Iklim kerja etis dalam perspektif Islam merupakan suatu perilaku 
menerapkan iklim kerja dalam organisasi dengan berdasarkan etika-etika Islam. 
Pengertian kerja dalam Islam menurut Harahap (2011) dapat dibagi dalam dua 
bagian, yaitu: 
Pertama, kerja dalam arti luas yakni semua bentuk usaha yang dilakukan 
manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-
hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau akhirat. Kedua, kerja dalam 
arti sempit yakni memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, 
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dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) yang merupakan kewajiban bagi 
setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, 
baik di mata manusia, maupun dimata Allah SWT.  
Dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar 
yang harus selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan 
taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, 
tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional) 
ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan 
hukum Allah atau syariat Islam (Harahap, 2011). 
Menurut Triyuwono (2000) Islam menempatkan kerja sebagai kewajiban 
setiap manusia. Kerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki yang halal guna 
memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba 
kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. la berusaha menyelesaikan setiap 
tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan berusaha pula agar 
setiap hasil kerjanya menghasilkan kualitas yang baik dan memuaskan. Seperti 
yang tercantum dalam Al Quran Q.S. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 
  ☺  
   
☺  
   
  
 ☺  
☺     
”Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
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Iklim kerja etis dalam perspektif Islam menurut Ali dan Owaihan (2008) 
merupakan orientasi yang membentuk dan mempengaruhi keterlibatan dan 
partisipasi karyawan di tempat kerja. Iklim kerja etis dalam perspektif Islam 
memandang pekerjaan sebagai cara untuk kepentingan lebih dari kepentingan 
pribadi secara ekonomi, sosial, dan psikologi, melanjutkan prestis sosial, 
meningkatkan kemakmuran sosial dan menguatkan keimanan. 
Ali dan Owaihan (2008) mengusulkan empat konsep utama yang 
membangun iklim kerja etis dalam perspektif Islam, diantaranya meliputi usaha, 
kompetisi, transparasi, dan tanggung jawab moral. Usaha  dilihat sebagai sesuatu 
yang dibutuhkan untuk melayani diri sendiri dan masyarakat. Keterlibatan 
produktif meminimalkan permasalahan ekonomi dan sosial, meskipun tetap 
mengijinkan seseorang meraih standar kehidupan yang layak untuk dirinya dan 
keluarganya. Individu harus berkompetisi dengan adil, jujur dan melakukan 
aktivitas bisnis dengan niat yang baik. 
Iklim kerja etis dalam perspektif Islam ditegaskan Triyuwono (2000) 
terekspresikan dalam bentuk syariah, yang terdiri dari Al Quran, Sunnah  (identik  
dengan  hadist), Ijma  dan  Qiyas.  Etika   merupakan sistem hukum dan moralitas 
yang komprehensif dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. 
Didasarkan pada sifat keadilan, syariah bagi umat Islam berfungsi sebagai 
sumber serangkaian kriteria untuk membedakan mana yang benar (haq) dan mana 
yang buruk (batil). Dengan menggunakan syariah, bukan hanya membawa 
individu dekat dengan Tuhan, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya masyarakat 
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yang adil yang didalamnya individu  mampu  merealisasikan potensinya dan 
kesejahteraan diperuntukkan bagi semua (Triyuwono, 2000). 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Untuk mengadakan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu 
dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, 
selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian yang relevan, diantaranya: 
Ariawan dkk. (2015) menguji pengaruh partisipasi anggaran pada 
kesenjangan anggaran dengan dimoderasi oleh keadilan prosedural dan iklim kerja 
etis pada 41 SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan sampel adalah 
123 pejabat yang ikut serta dalam penyusunan anggaran. Temuan penelitian 
menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran  pada 
kesenjangan anggaran. Hubungan antara partisipasi anggaran dan keadilan 
prosedural akan menurunkan kesenjangan anggaran, sedangkan hubungan antara 
partisipasi anggaran dan iklim kerja etis  meningkatkan kesenjangan anggaran. 
Enni dan Erianti (2014) meneliti pengaruh partisipasi anggaran, penekanan 
anggaran dan asimetri informasi terhadap timbulnya kesenjangan anggaran pada 
SKPD Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini sampel yang diambil 
adalah 140 orang dari 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari 
kepala SKPD, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan 
program dan sub bagian keuangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan 
asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. 
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Ozer dan Yilmaz (2011) menganalisis pengaruh persepsi keadilan 
prosedural, efektivitas pengendalian anggaran dan iklim kerja etis terhadap 
kecenderungan manajer membuat kesenjangan anggaran. Dalam penelitian ini, 
data yang dikumpulkan dari manajer yang bekerja di organisasi publik di Turki 
antara September-November 2010 sehingga diperoleh sampel 465 responden. 
Hasil analisis menunjukkan persepsi keadilan prosedural, efektivitas pengendalian 
anggaran, dan iklim kerja etika manajer memiliki dampak signifikan dan negatif 
pada kecenderungan manajer untuk menciptakan kesenjangan anggaran. 
Dewi dan Erawati (2014) meneliti pengaruh partisipasi anggaran, asimetri 
informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasi pada kesenjangan 
anggaran. Sampel pada penelitian ini adalah atasan dan staf yang terlibat dalam 
proses penyusunan anggaran pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. 
Penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 
pada penelitian adalah partisipasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh 
negatif pada kesenjangan anggaran, sedangkan asimetri informasi dan penekanan 
anggaran berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran. 
Triantana dkk. (2015) menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, 
asimetri informasi dan penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada 
SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah 
penjabat struktural yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada setiap 
dinas atau badan. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 orang setiap SKPD. Hasil temuan 
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menunjukkan pengaruh signifikan dan positif antara partisipasi anggaran, asimetri 
informasi dan penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran. 
Erina dan Suartana (2016) meneliti pengaruh partisipasi anggaran, 
penekanan anggaran, kapasitas individu, dan kejelasan sasaran anggaran pada 
kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Gianyar. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pejabat struktural SKPD Kabupaten Gianyar dengan teknik purposive 
sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 128 responden. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan penekanan anggaran 
berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran, sedangkan kapasitas individu dan 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif pada kesenjangan anggaran. 
2.3 Kerangka Berfikir 
Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menuntut pemerintah Kota Surakarta untuk dapat mengelola daerahnya 
dengan baik dan berakuntabilitas, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya 
kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran 
merupakan salah satu masalah penting. Melalui anggaran, akan diketahui seberapa 
besar kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan 
yang menjadi wewenangnya.  
Pada kenyataannya di lingkungan pemerintah daerah sering terjadi 
kesenjangan anggaran. Kesenjangan anggaran terjadi karena perilaku oportunistik 
pada SKPD, di mana perencanaan anggaran biaya dibuat lebih tinggi dari 
realisasinya sedangkan perencanaan pendapatan dibat lebih rendah dari 
realisasinya. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah mudah untuk mencapai 
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target anggaran. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan 
anggaran yaitu partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan asimetri informasi 
dengan dimoderasi oleh keadilan prosedural dan iklim kerja etis. 
Partisipasi anggaran dapat mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran 
karena dengan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
penyusunan anggaran, maka dengan mudah mereka akan membuat anggaran 
mudah untuk dicapai pada unit/ SKPD mereka. Kesenjangan anggaran dapat 
dipengaruhi oleh penekanan anggaran dengan alasan anggaran dijadikan tolok 
ukur kinerja sehingga pegawai dituntut untuk selalu memberikan kinerja terbaik 
dengan memanfaatkan peluang-peluang seperti dengan kesenjangan anggaran. 
Kesenjangan anggaran dapat pula dipengaruhi oleh asimetri informasi 
karena perbedaan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan terkait 
anggaran dapat menciptakan kesenjangan anggaran. Perbedaan informasi 
membuat bawahan akan memberikan informasi yang bias kepada atasan, yaitu 
dengan melaporkan anggaran di bawah kinerja yang diharapkan sehingga 
kesenjangan anggaran dapat meningkat. 
Pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan asimetri 
informasi terhadap kesenjangan anggaran dapat dimoderasi oleh keadilan 
prosedural dan iklim kerja etis. Dengan penerapan prosedur-prosedur yang adil 
dan iklim kerja yang etis pada unit/ SKPD diharapkan dapat menurunkan 
terjadinya kesenjangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Kerangka 
berfikir dalam penelitian “Keadilan Prosedural dan Iklim Kerja Etis sebagai 
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Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Asimetri 
Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran”, dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
  
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran 
Anggaran berkualitas tergantung pada proses  penyusunan 
anggaran yang melibatkan adanya partisipasi antara pihak atasan dan 
bawahan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
Atasan memberikan wewenang kepada bawahan dengan harapan agar 
bawahan melakukan usaha terbaik bagi organisasi. Pemberian 
wewenang ini memberikan peluang bagi bawahan untuk menyalahgunakan 
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kewenangannya dalam mempermudah pencapaian anggaran sehingga 
dapat merugikan organisasi tersebut (Erina dan Suartana, 2016) 
Partisipasi bawahan yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran 
akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada bawahan untuk 
melakukan kesenjangan anggaran (Enni dan Erianti, 2014). Maka 
diperlukan adanya pembatasan partisipasi sehingga dapat mengurangi 
timbulnya kesenjangan anggaran. 
Penelitian yang dilakukan Ariawan dkk. (2015), Nitiari dan 
Yadyana (2015) serta Maharani dan Ardiana (2015) menunjukkan bahwa 
partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. 
Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas sehingga diturunkan 
hipotesis sebagai berikut : 
H1 = Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. 
2. Pengaruh Penekanan Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran 
Penekanan anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 
karena adanya pengukuran kinerja manajer berbasis anggaran dalam suatu 
organisasi (Irfan dkk., 2016). Schif dan Lewin (1970, dalam Falikhatun 
2007) menyatakan bahwa bawahan menciptakan slack anggaran 
dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi sehingga akan 
memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika penilaian prestasi 
manajer ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran. 
Ketika anggaran menjadi satu-satunya tolok ukur penilaian kinerja 
bawahan dalam sebuah instansi, maka bawahan akan cenderung 
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melakukan berbagai hal dalam meningkatkan kinerjanya agar terlihat baik 
dan terus mendapat kepercayaan. Penekanan anggaran ini akan menjadi 
tekanan bagi bawahan untuk memberikan yang terbaik dengan mencari 
peluang-peluang tertentu yang menguntungkan. Peluang inilah yang akan 
menyebabkan kesenjangan (Sujana, 2010). 
Penelitian Enni dan Erianti (2014) diketahui penekanan anggaran 
berpengaruh signifikan pada timbulnya kesenjangan anggaran. Artinya 
semakin tinggi penekanan anggaran maka kesenjangan anggaran semakin 
meningkat. Selain itu penelitian Dewi dan Erawati (2014) juga 
menunjukkan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap 
kesenjangan anggaran. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas, 
sehingga diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
H2 = Penekanan anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. 
3. Pengaruh antara Asimetri Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran 
Asimetri informasi dianggap berpengaruh terhadap kesenjangan 
anggaran. Pada partisipasi anggaran, pihak bawahan bisa saja 
menyembunyikan beberapa bagian informasi yang mereka miliki, hal 
tersebut dapat menimbulkan kesenjangan anggaran (Pope, 1984 dalam 
Dewi dan Erawati, 2014). 
Anthony dan Govindaradjan (2006: 270) menyatakan bahwa 
asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana atasan tidak memiliki 
informasi yang memadai mengenai hal kinerja bawahan pada suatu 
kinerja aktual, tujuan serta motivasi, dengan demikian atasan sulit untuk 
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menetapkan kontribusi ke bawahan pada hasil kinerja aktual di suatu 
perusahaan tertentu. 
Hasil penelitian Nila dan Selvi (2012) menyatakan semakin tinggi 
pengaruh positif dari asimetri informasi akan meningkatkan kesenjangan 
anggaran. Jika informasi bawahan lebih baik dari atasan yang berarti 
terjadi asimetri informasi, maka bawahan menggunakan kesempatan dari 
proses partisipasi anggaran. Bawahan akan memberikan informasi yang 
bias kepada atasan, yaitu dengan melaporkan anggaran di bawah kinerja 
yang diharapkan. Sehingga dengan membuat anggaran yang relatif 
mudah dicapai, maka akan terjadi kesenjangan anggaran.  
Studi lain juga dilakukan oleh Chika dan Dwija (2016), Maharani 
dan Ardiana (2015) serta Triantana dkk. (2015) yang menyatakan ada 
hubungan positif antara asimetri informasi pada kesenjangan anggaran, 
ketika asimetri informasi terlalu tinggi maka kesenjangan anggaran juga 
akan tinggi. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas, maka 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3 = Asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. 
4. Pengaruh Keadilan Prosedural Memoderasi Pengaruh Partisipasi 
Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap 
Kesenjangan Anggaran 
Keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi anggota organisasi 
tentang keadilan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan. 
Prosedur-prosedur ini mengacu pada proses dalam penyusunan anggaran, 
pada saat penyusun anggaran memiliki kesempatan mempengaruhi proses 
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penyusunan anggaran sebelum pengambilan kebijakan anggaran 
ditetapkan. Prosedur dikatakan adil jika dapat mengakomodasikan 
kepentingan anggota organisasi (Kreitner dan Kinichi, 2005). 
Lebih lanjut menurut Kreitner dan Kinichi (2005) keadilan 
prosedural merupakan keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur 
yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan. Prosedur dikatakan adil 
jika melibatkan seluruh pihak yang terkait. Akan tetapi keterlibatan pihak-
pihak tersebut disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada, sehingga 
akses semua pihak untuk melakukan kontrol menjadi terbuka (Leventhal, 
1980 dalam Ozer dan Yilmaz, 2011). 
Tingginya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dapat 
membuka kesempatan untuk melakukan kesenjangan anggaran (Young, 
1985, dalam Ardanari dan Asmara, 2014). Apabila atasan menerapkan 
prosedur yang adil terhadap bawahan, maka akan terjadi kerjasama antara 
atasan dan bawahan dalam melakukan kontrol pengambilan keputusan 
terkait penyusunan anggaran. Semakin besar kontrol yang dimiliki maka 
semakin adil prosedur tersebut, sehingga meminimalisasi terjadinya 
kesenjangan anggaran (Leventhal, 1980 dalam Ozer dan Yilmaz, 2011). 
Hopwood (1972, dalam Desy dan Erawati, 2016), menemukan 
bahwa penekanan anggaran yang tinggi menimbulkan keyakinan karyawan 
bahwa penilaian yang dilakukan tidak adil menimbulkan tekanan terhadap 
pekerjaannya dan mendorong karyawan untuk memanipulasi laporan 
akuntansi. 
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Dalam hal keadilan prosedural, konsistensi dari pemimpin atau 
atasan menjadi orientasi detail yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan prosedur secara konsisten terhadap karyawan. 
Dengan memiliki persepsi yang lebih baik tentang keadilan prosedural, 
karyawan-karyawan cenderung meninjau atasan dan organisasi mereka 
secara positif meskipun mereka tidak puas dengan imbalan kerja, promosi 
dan hasil-hasil pribadi lain (Robbins dan Judge, 2011). 
Bagdadli et al. (2006, dalam Ozer dan Yilmaz, 2011) menjelaskan 
bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan 
mengenai seluruh proses yang diterapkan oleh atasan mereka, sebagai 
sarana mengkomunikasikan feedback kinerja dan menentukan reward bagi 
mereka seperti promosi atau kenaikan gaji. Pengaruh keadilan prosedural 
disebut sebagai pengaruh proses yang adil karena persepsi mengenai 
keadilan dari proses dapat berpengaruh dalam meningkatkan outcome. 
Bagaimana anggota diperlakukan di dalam suatu organisasi, 
berpengaruh terhadap varibel lain dalam pekerjaan. Anggota organisasi 
menginginkan mereka diperlakukan secara adil di dalam organisasi. 
Konsep tentang bagiamana persepsi anggota organisasi apakah mereka 
diperlakukan secara adil didalam organisasi sesuai dengan prosedur-
prosedur yang etis sering disebut dengan keadilan prosedural (Ozer dan 
Yilmaz, 2011). 
Prosedur yang adil menghindarkan kepentingan individu maupun 
pemihakan. Karena kepentingan individu dan pemihakan adalah sumber 
41 
 
 
 
utama terjadinya bias dalam suatu prosedur. Asimetri informasi terjadi 
ketika bawahan memiliki informasi lebih dibanding atasan mengenai suatu 
unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban bawahan. Apabila anggota 
merasa diperlakukan secara adil di dalam organisasi maka akan 
memperkecil kemungkinan terjadinya asimetri informasi (Leventhal, 1980 
dalam Ozer dan Yilmaz, 2011). 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut: 
H4  = Keadilan prosedural memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran. 
H5  = Keadilan prosedural memoderasi pengaruh penekanan anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran. 
H6  = Keadilan prosedural memoderasi pengaruh asimetri informasi 
terhadap kesenjangan anggaran. 
5. Pengaruh Iklim Kerja Etis Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran, 
Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran 
Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap 
dan perilaku anggota organisasi (Murray, 1990 dalam Sumarno, 2005). 
Partisipasi dalam proses penganggaran merupakan pendekatan yang efektif 
untuk meningkatkan motivasi manajer tingkat bawah. Namun, Anthony 
dan Govindarajan (2007) menyatakan ada perilaku negatif yang bisa 
timbul dari keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran yaitu 
dengan cara menciptakan kesenjangan anggaran untuk memudahkan 
bawahan mencapai target anggaran. 
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Iklim kerja etis adalah suatu keadaan dimana operasional organisasi 
dipengaruhi oleh norma dan etika. Operasional organisasi menggunakan 
nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan 
iklim kerja etis, dapat mengurangi keinginan bawahan untuk melakukan 
penyalahgunaan dalam partisipasi anggaran, mengingat adanya kesadaran 
bawahan untuk mematuhi norma-norma dan etika yang berlaku 
(Appelbaum et al., 2005 dalam Ozer dan Yilmaz, 2011). 
Adanya penekanan anggaran oleh atasan menyebabkan bawahan 
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Armaeni (2012) 
peningkatan kinerja bawahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
dengan meningkatkan kinerja atau dengan membuat anggaran mudah 
untuk dicapai yang akan menimbulkan kesenjangan anggaran. 
Robbins (2006) menyatakan bahwa para pimpinan saat ini harus 
menciptakan iklim etika yang sehat bagi bawahannya, dimana mereka 
dapat menjalankan pekerjaannya secara produktif dan menghadapi 
sesedikit mungkin kekaburan terkait perilaku yang benar dan yang salah. 
Perilaku etis harus dilakukan oleh semua elemen dalam organisasi untuk 
menciptakan kinerja yang lebih baik dan kepuasan dalam kerjasama. Iklim 
kerja yang beretika akan menciptakan gaya karakter, jiwa dan cara bekerja 
individu yang berpengaruh untuk mencapai kinerja yang baik. 
Asimetri informasi seringkali dimanfaatkan oleh bawahan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadinya (Saad, 2002 dalam Maharani dan 
Ardiana, 2015). Asimetri informasi menyebabkan bawahan memanfaatkan 
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kesempatan dalam partisipasi anggaran dengan cara memberikan informasi 
yang tidak sesuai, serta membuat anggaran mudah dicapai (Maharani dan 
Ardiana, 2015). Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan perilaku yang 
tidak etis, sehingga iklim kerja etis dapat mengurangi perilaku tidak etis 
yang disebabkan asimetri informasi. 
Iklim kerja etis merupakan bagian dari persepsi yang mempengaruhi 
pemikiran anggota organisasi mengenai bagaimana harus berperilaku 
etikal yang benar dan bagaimana seharusnya menangani isu-isu etikal 
(Sulasmi dan Widhianto, 2009). Semakin etis iklim suatu organisasi, 
diduga akan menurunkan terciptanya kesenjangan anggaran, sebaliknya 
semakin tidak etis suatu organisasi, diduga akan semakin meningkatkan 
terciptanya kesenjangan anggaran (Wirawan, 2008). Berdasarkan uraian 
diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
H7  = Iklim kerja etis memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran. 
H8  = Iklim kerja etis memoderasi pengaruh penekanan anggaran 
terhadap kesenjangan anggaran. 
H9  = Iklim kerja etis memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap 
kesenjangan anggaran. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian yang digunakan dimulai dari penyusunan proposal 
sampai terlaksananya penelitian ini, pada bulan November 2016 sampai Juni 
2017. Wilayah penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Kota Surakarta.  
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa yang berupa pengaruh 
antar variabel, jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh 
keadilan prosedural dan iklim kerja etis sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi 
anggaran, penekanan anggaran, dan asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran (Indriantoro dan Supomo, 2002: 27).  
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi menurut Sugiyono (2006: 55) adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan sebagai 
Kepala SKPD/ Kepala Badan/ Camat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala 
Seksi Perencanaan, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi Keuangan, dan staf lainnya 
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yang terlibat di dalam penyusunan anggaran pada 33 SKPD di Pemerintah Kota 
Surakarta. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Nonprobability 
Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak acak, elemen-elemen 
populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel 
(Hair et al, 2010). Dalam Nonprobability Sampling terdapat beberapa teknik 
untuk melakukan sampling atau pengambilan sampel, pada penelitian ini 
menggunakan sampel berdasarkan kemudahan (Convenience Sampling) adalah 
teknik pengambilan sampel dari elemen populasi yang datanya mudah ditemui 
oleh peneliti. 
Berdasarkan teknik Convenience Sampling menggunakan pendekatan 
survei dengan minimal jumlah sampel yaitu 100 responden (Hair et al, 2010). 
Dalam penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 132 responden. 
Sehingga dengan jumlah tersebut sudah memenuhi kecukupan jumlah sampel. 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian yang 
diperoleh di lokasi penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian 
yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tidak melalui perantara. 
Dalam hal ini data primer diperoleh dari jawaban pegawai Pemerintah Kota 
Surakarta terhadap daftar pertanyaan (kuisioner) yang diajukan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawab (Indriantoro dan Supomo, 2002). 
Kuisioner yang digunakan meliputi enam bagian yaitu kuisioner untuk 
meneliti kesenjangan anggaran, partisipasi anggaran, penekanan anggaran, 
asimetri informasi, keadilan prosedural dan iklim kerja etis. Skala yang digunakan 
dalam kuisioner adalah skala pengukuran tipe Likert, yaitu responden diminta 
untuk memilih jawaban-jawaban yang paling tepat dengan lima macam alternatif 
yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 
dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. 
1. Variabel Dependen (Y) 
Menurut Sugiyono (2006: 3) variabel dependen sering disebut sebagai 
variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 
dependen yang digunakan adalah kesenjangan anggaran (Y). 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen atau sering disebut variabel bebas adalah variabel 
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel dependen (Sugiyono, 2006: 3). Dalam penelitian ini variabel independen 
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yaitu partisipasi anggaran (X1), penekanan anggaran (X2), dan asimetri informasi 
(X3). 
3. Variabel Moderasi (Z) 
Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 
memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 
2006: 4). Penelitian ini menggunakan keadilan prosedural (Z1) dan iklim kerja etis 
(Z2) sebagai variabel moderasi. 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah definisi yang dilakukan pada sifat-
sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (Indriantoro dan Supomo, 2002). 
Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam 
penelitiannya beserta pengukurannya. 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator No. / Item 
Pertanyaan 
Variabel 
Dependen: 
   
Kesenjangan 
Anggaran 
Perbedaan/ selisih 
antara sumber daya 
yang sebenarnya 
dibutuhkan untuk 
melaksanakan sebuah 
pekerjaan dengan 
sumber daya yang 
diajukan dalam 
anggaran, sehingga 
terjadi kesenjangan 
antara perencanaan 
anggaran dengan 
pencapaian hasil. 
(Banks dan Giliberti,  
1. Perbedaan rencana 
anggaran sumber 
daya dan realisasi 
penggunaan 
sumber daya 
2. Perbedaan rencana 
anggaran 
pendapatan dan 
realisasi 
pendapatan 
3. Perbedaan rencana 
anggaran biaya dan 
realisasi biaya 
(Nurainun, 2012) 
 
 
 
 
1 s/d 2 
 
 
 
 
3 s/d 4 
 
 
5 s/d 6 
 Tabel berlanjut 
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Lanjutan tabel 3.1 
Variabel Definisi Indikator No. / Item 
Pertanyaan 
 2008 dalam Nurainun, 
2012) 
  
Variabel 
Independen: 
   
1. Partisipasi 
Anggaran 
Partisipasi anggaran 
adalah proses yang 
menggambarkan 
individu-individu 
terlibat dalam 
penyusunan anggaran 
dan mempunyai 
pengaruh terhadap 
target anggaran serta 
perlunya penghargaan 
atas pencapaian target 
anggaran tersebut. 
(Brownell, 1982 dalam 
Erina dan Suartana, 
2016) 
1. Keikutsertaan 
proses penyusunan 
anggaran 
2. Pengaruh dalam 
penetapan 
anggaran 
3. Perlu adanya 
penghargaan 
(Erina dan Suartana, 
2016) 
 
 
7 s/d 8 
 
 
9 
 
10 
2. Penekanan 
Anggaran 
Penekanan anggaran 
diartikan desakan dari 
atasan pada bawahan 
untuk melaksanakan 
anggaran yang telah 
dibuat dengan baik 
untuk mencapai target 
anggaran, dimana 
anggaran dianggap 
sebagai tolok ukur 
kinerja (pemberian 
reward dan sanksi) dan 
alat pengendalian. 
(Dunk, 1993) 
1. Anggaran sebagai 
alat pengendali 
kinerja 
2. Anggaran sebagai 
tolok ukur kinerja 
3. Adanya reward 
dan sanksi  
 
 
11 
 
12 s/d 13 
 
14 s/d 15 
 
3. Asimetri 
Informasi 
Asimetri informasi 
didefinisikan sebagai 
perbedaan informasi 
yang dimiliki antara 
bawahan dengan atasan  
pada proses penyusunan 
anggaran untuk 
mencapai target 
anggaran, dalam hal ini 
bawahan memiliki  
Adanya perbedaan 
informasi terkait: 
- Pencapaian target 
anggaran 
- Teknis pekerjaan 
- Rencana anggaran 
pendapatan dan 
realisasi 
pendapatan 
- Rencana anggaran  
16 s/d 19 
Tabel berlanjut 
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Lanjutan tabel 3.1 
Variabel Definisi Indikator No. / Item 
Pertanyaan 
 informasi lebih banyak 
dibandingkan atasan 
mengenai suatu unit 
organisasi 
atau pusat 
pertanggungjawaban 
bawahan. 
(Anthony dan 
Govindaradjan, 2006) 
biaya dan realisasi 
biaya 
(Dewi dan Erawati, 
2014) 
 
Variabel 
Moderasi: 
   
1. Keadilan 
Prosedural 
Keadilan prosedural 
merupakan persepsi 
anggota organisasi 
tentang keadilan 
prosedur yang 
digunakan untuk 
membuat keputusan. 
Prosedur dikatakan adil 
jika dapat 
mengakomodasikan 
kepentingan anggota 
organisasi, bukan 
kepentingan pihak 
tertentu. 
(Kreitner dan Kinichi, 
2005) 
1. Prosedur 
Pengambilan 
Keputusan 
2. Konsisten dengan 
prosedur 
3. Keputusan yang 
adil 
(Ozer dan Yilmaz, 
2011) 
 
 
20 s/d 21 
 
22 
 
23 s/d 24 
2. Iklim Kerja 
Etis 
Iklim kerja etis 
didefinisikan sebagai 
persepsi praktek-
praktek organisasi yang 
berperilaku khas dan 
sesuai prosedur yang 
memiliki konten yang 
etis. 
(Victor dan Cullen, 
1988, dalam Ozer dan 
Yilmaz, 2011) 
1. Perilaku etis 
(kejujuran, 
kesetiaan, dan 
bertanggungjawab) 
2. Kebijakan Perilaku 
Etis 
3. Kode Etik 
(Ozer dan Yilmaz, 
2011) 
 
 
 
22 s/d 27 
 
28 
29 s/d 30 
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3.8 Instrumen Penelitian 
Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner). 
Kuesioner ini berisi daftar pertanyaan dan responden diminta memilih salah satu 
jawaban yang tersedia. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima 
point skala likert yang terdiri dari 5 rincian yaitu : 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang telah 
digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang sudah diuji validitas dan 
reliabilitasnya, namun instrumen ini masih tetap harus diuji validitas dan 
reliabilitasnya sebelum digunakan kembali. 
1. Uji Validitas 
Alat untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
nilai korelasi (r hitung) > r tabel. Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf 
probabilitas kesalahan (sig)  0,05 dan r hitung > r tabel, sebaliknya suatu 
instrumen dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig)  0,05 
dan r hitung < r tabel (Latan dan Temalagi, 2012). 
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2. Uji Reliabilitas 
Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 
variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya 
suatu variabel dilakukan uji stastistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Suatu 
konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach 
Alpha > 0,70, tetapi nilai 0,60 – 0,70 masih dapat diterima (Latan dan Temalagi, 
2012).  
3.9. Teknik Analisis Data 
Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data 
setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji ketepatan model, analisis regresi, dan  uji hipotesis (Ghozali, 2016). 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Deskriptif karakteristik responden menjelaskan tentang gambaran umum 
responden, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan dan lama 
responden menduduki jabatan tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel 
frekuensi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. 
Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi 
mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi 
responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 
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yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). 
2. Uji Asumsi Klasik  
a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji 
normalitas dilakukan agar uji statistik dapat menjadi valid. Dalam penelitian ini 
pengujian normalitas data dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik yang 
digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika 
nilai signifikansi signifikan, yaitu < 0,05 dan Z > 1,96, maka data tidak 
terdistribusi secara normal. Data akan terdistribusi normal jika Z > 1,96 dan 
signifikansi > 0,05. 
b. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Suatu 
model regresi yang terjadi korelasi antar variabel independennya maka variabel-
variabel tersebut tidak ortogonal. Dengan kata lain variabel-variabel yang 
mempunyai nilai korelasi tidak sama dengan nol. 
Dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat 
nilai Tolerance dan Variabel Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance kurang 
dari 0,10 atau sama dengan nilai Variabel Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 
10 maka telah terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi 
(Ghozali, 2016). 
c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
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lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka 
terjadi heteroskedastisitas, jika sama maka terjadi homoskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi terjadinya 
heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi 
heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 
ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2016). 
Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 
yaitu dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan 
keputusan uji Glejser dilakukan sebagai berikut: 
1) Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan 
statistik, yang berarti data empiris yang diestimasi terdapat 
heteroskedastisitas. 
2) Apabila probabilitas nilai tes tidak signifikan statistik, maka berarti data 
empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas. 
3. Uji Ketepatan Model 
a. Uji F 
Uji F diperlukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen secara simultan dan untuk mengetahui ketepatan model regresi 
yang digunakan dalam penelitian. Uji ketepatan model digunakan untuk 
mengetahui apakah perumusan model digunakan untuk mengetahui apakah 
perumusan model tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan membandingkan 
signifikansi nilai F. Jika Fhitung > Ftabel maka model yang dirumuskan sudah tepat 
(Ghozali, 2016). 
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b. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien 
determinasi semakin kecil, maka  kemampuan  variabel  independen  dalam  
menjelaskan  variasi  variabel dependen  rendah.  Apabila  nilai koefisien 
determinasi mendekati  satu,  maka  variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2016). 
4. Analisis Regresi dan Moderated Regression Analysis (MRA) 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi 
anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran dengan keadilan prosedural dan iklim kerja etis (Ghozali, 2016). 
Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Y  α  β1X1  β2X2  β3X3  β4Z1  β5Z2 + β6(X1Z1)  β7(X2Z1)  β8(X3Z1)  
β9(X1Z2)  β10(X2Z2)  β11(X3Z2) + ε 
Keterangan :  
Y : Kesenjangan Anggaran 
X1 : Partisipasi Anggaran 
X2 : Penekanan Anggaran 
X3 : Asimetri Informasi 
Z1 : Keadilan Prosedural 
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X1Z1 : Interaksi antara X1dan Z1  
X2Z1 : Interaksi antara X2dan Z1 
X3Z1 :  Interaksi antara X3 dan Z1 
Z2 : Iklim Kerja Etis 
X1Z2 : Interaksi antara X1dan Z2  
X2Z2 : Interaksi antara X2dan Z2 
X3Z2 :  Interaksi antara X3 dan Z2 
α : Konstanta  
β1,2,3,.,.,..,11 : Koefisien Regresi  
ε : Error 
Uji interaksi atau sering disebut Moderated Regression Analysis (MRA) 
(Ghozali, 2016) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam 
persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 
independen).  
Menurut Ghozali (2016), tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah 
variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model pengujian regresi 
dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (Moderated Regression Analysis), 
uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. 
Dalam penelitian ini akan digunakan uji MRA. MRA menggunakan 
pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan 
dasar utuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Metode ini dilakukan dengan 
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menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel 
moderatingnya (Ghozali, 2016). 
5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Pengujian  parameter  individual  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah 
variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan 
asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian sebagai 
berikut :  
a. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila  t  hitung  <  t  tabel,  
variabel  independen secara  individual  tidak  berpengaruh terhadap  
variabel  dependen.  Bila  t  hitung  >  t  tabel,  variabel  independen  
secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Berdasarkan probabilitas  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (α),  maka  
variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada 33 SKPD di Pemerintah Kota Surakarta. 
Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 132 kuesioner yang 
dilakukan dari tanggal 1 Mei 2017 hingga tanggal 30 Mei 2017 dan kuesioner 
yang kembali sebanyak 97 kuesioner artinya persentase tingkat pengembalian 
kuesioner sebesar 73,5%. 
Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD/ Kepala Badan/ 
Kepala Kantor/ Camat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala 
Sub Bagian Keuangan, dan staf lainnya yang terlibat di dalam penyusunan 
anggaran pada setiap SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner 
yang dikirim langsung oleh peneliti ke seluruh SKPD. Jumlah SKPD di 
Pemerintah Kota Surakarta adalah 33 SKPD yang terdiri atas badan, dinas dan 
kecamatan. 
Langkah-langkah dalam proses penyebaran kuesioner dimulai dari 
pembuatan surat ijin penelitian dari kampus yang ditujukan kepada Kepala 
Kesbangpol, BAPPPEDA dan SKPD Kota Surakarta yang akan ditandatangani 
oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proses ini berlangsung selama 2 
hari.  
Surat persetujuan ijin penelitian dari Dekan dikirim ke kantor Kesbangpol 
untuk meminta surat persetujuan penelitian di seluruh SKPD Kota Surakarta. 
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Proses ini hanya sebentar yaitu meminta cap dan tanda tangan dari kepala 
Kesbangpol, setelah dari Kesbangpol menuju kantor BAPPPEDA. Proses 
permintaan ijin ini berlangsung selama sehari dan langkah selanjutnya dapat 
memulai menyebar kuesioner di setiap SKPD. 
Langkah penyebaran kuesioner dilakukan selama 2 minggu dengan 
menitipkan ke bagian Sekretariat untuk diserahkan kepada responden. Kemudian 
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kuesioner diambil kembali. 
Pengambilan kuesioner dilakukan  empat kali, sebab saat pertama pengambilan 
masih ada yang belum selesai dalam pengisian kuesionernya.  
Selain dititipkan kuesioner juga diserahkan kepada responden secara 
langsung. Hal ini dilakukan untuk memperjelas isi dari kuesioner. Karena ada 
beberapa responden yang meminta untuk bertemu agar lebih mudah dalam 
pengisian kuesioner. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengembalian 
kuesioner. 
Tabel 4.1  
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 132 100% 
Kuesioner yang tidak kembali  24 18% 
Kuesioner yang tidak diisi dengan 
lengkap 
11 8% 
Kuesioner yang dapat diolah 97 74% 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
4.1.2 Karakteristik Responden 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 97 responden dari Kepala SKPD/ Camat, Kepala Bidang, Kasubag/ Kasubid/ 
Kasie, Bendahara Pengeluaran, dan lainnya (Staf/ Mediator) yang menjadi 
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responden dalam pengisian kuesioner ini. Karakteristik responden ini meliputi 
jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja. Demografi 
responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4.2 
Demografi Responden 
No 
Kriteria Jumlah 
Persentase 
(%) 
1 Jenis Kelamin     
  - Pria 43 responden 44% 
  - Wanita 54 responden 56% 
 Jumlah 97 responden 100% 
2 Umur     
  - 20-30 tahun 7 responden 7% 
  - 31-40 tahun 31 responden 32% 
  - 41-50 tahun 35 responden 36% 
  - >50 tahun 24 responden 25% 
 Jumlah 97 responden 100% 
3 Pendidikan Terakhir    
 
- SMA - - 
  - D3  3 responden 3% 
  - S1  68 responden 70% 
  - S2  26 responden 27% 
  - S3 - - 
 Jumlah 97 responden 100% 
4 Jabatan     
  - Kepala SKPD/ Camat 2 respnden 2% 
  - Kepala Bagian/ Kepala Bidang 13 responden 13% 
  - Kasubag/ Kasubid/Kasie 64 responden 67% 
 
- Bendahara Pengeluaran 6 responden 6% 
 - Lainnya (Staf, mediator) 12 responden 12% 
  Jumlah 97 responden  100% 
5 Lama Bekerja     
  - 1-5 tahun  63 responden 65% 
  - 6-10 tahun  23 responden 24% 
  - >10 tahun  11 responden 11% 
  Jumlah 97 responden 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, responden dengan jenis kelamin perempuan 
berjumlah 54 orang (56%) dan laki-laki berjumlah 43 orang (44%). Umur 
responden didominasi umur lebih dari 41-50 tahun berjumlah 35 orang (36%) 
selanjutnya disusul dengan umur 31-40 tahun berjumlah 31 orang (32%), umur 
responden > 50 tahun berjumlah 24 orang (25%) dan kemudian umur 20-30 tahun 
berjumlah 7 orang (7%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan responden 
yang paling banyak adalah pendidikan terakhir S1 yaitu 68 orang (70%). Yang 
kedua adalah tingkat pendidikan S2 yaitu 26 orang (27%) dan yang terakhir 
adalah tingkat pendidikan D3 adalah 3 orang (3%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan jabatan sebagai Kepala 
SKPD/Camat berjumlah 2 orang (2%), Kepala Bagian/ Kepala Bidang berjumlah 
13 orang (13%), Kasubag/ Kasubid/ Kasie berjumlah 64 orang (67%), Bendahara 
Pengeluaran berjumlah 6 orang (6%), dan Lainnya (Staf/ Mediator) berjumlah 12 
orang (12%). Lama bekerja responden dalam menduduki jabatan yang terlibat 
dalam penyusunan anggaran selama 1-5 tahun sebanyak 63 responden (65%). 
Sisanya menjabat selama 6-10 tahun dan lebih dari 10 tahun berturut-turut 
sebanyak 23 (24%) dan 11 responden (11%). 
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Partisipasi 
Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi, Keadilan Prosedural, Iklim 
Kerja Etis, dan Kesenjangan Anggaran yang akan diuji secara deskriptif seperti 
yang terlihat dalam tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3  
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KATOTAL 97 12.0 29.0 19.722 3.4992 
PATOTAL 97 6.0 20.0 14.660 3.0513 
PENANGTOTAL 97 12.0 25.0 19.052 2.6511 
IATOTAL 97 8.0 20.0 14.619 3.0702 
KPTOTAL 97 12.0 25.0 19.196 2.5603 
IKETOTAL 97 18.0 30.0 25.103 2.9386 
Valid N (listwise) 97     
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.3 menjelaskan pada variabel kesenjangan anggaran jawaban 
minimum sebesar 12 dan maksimum 29 dengan rata-rata 19,722 dan standar 
deviasi 3.4992. Variabel partisipasi anggaran jawaban minimum responden adalah 
6 dan maksimum 20 dengan rata-rata 14,660 dan standar deviasi sebesar 3,0513. 
Kemudian variabel penekanan anggaran jawaban minimum responden yaitu 12 
dan maksimum 23 dengan rata-rata 19,052 dan standar deviasi sebesar 2,6511. 
Variabel asimetri informasi jawaban minimum responden adalah 8, sedangkan 
maksimum 20 dengan rata-rata 14,619 dan standar deviasi sebesar 3,0702. 
Pada variabel keadilan prosedural menunjukkan jawaban minimum 
responden 12 dan maksimum 25 dengan rata-rata 19,196 dan standar deviasi 
sebesar 2,5603. Variabel iklim kerja etis jawaban minimum responden adalah 18 
sedangkan maksimum 30 dengan rata-rata 25,103 dan standar deviasi sebesar 
2,9386. 
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk 
degree of freedom yaitu dengan rumus  df = n-k, maka df = 94 (97-3). 
Nilai r tabel diketahui sebesar 0,2. Hasil pengujian validitas untuk setiap 
variabel ditampilkan dalam tabel-tabel berikut. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Kesenjangan Anggaran 
Item 
Pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
 R Tabel Kesimpulan 
1 0.296 0,2 Valid 
2 0.445 0,2 Valid 
3 0.447 0,2 Valid 
4 0.460 0,2 Valid 
5 0.249 0,2 Valid 
6 0.555 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.4 menunjukkan variabel kesenjangan anggaran mempunyai 
kriteria valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  
untuk setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan 
mempunyai nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item 
pertanyaan yang mengukur variabel kesenjangan anggaran dinyatakan 
valid. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran 
Item pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kesimpulan 
1 0.604 0,2 Valid 
2 0.725 0,2 Valid 
3 0.530 0,2 Valid 
4 0.690 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.5 menunjukkan variabel partisipasi anggaran mempunyai 
kriteria valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  
untuk setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan 
mempunyai nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item 
pertanyaan yang mengukur variabel partisipasi anggaran dinyatakan valid. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Penekanan Anggaran 
Item 
pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kesimpulan 
1 0.470 0,2 Valid 
2 0.558 0,2 Valid 
3 0.415 0,2 Valid 
4 0.528 0,2 Valid 
5. 0,518 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.6 menunjukkan variabel penekanan anggaran mempunyai 
kriteria valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  
untuk setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan 
mempunyai nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item 
pertanyaan yang mengukur variabel penekanan anggaran dinyatakan valid. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Asimetri Informasi 
Item 
pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kesimpulan 
1 0.677 0,2 Valid 
2 0.686 0,2 Valid 
3 0.462 0,2 Valid 
4 0.813 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.7 menunjukkan variabel asimetri informasi mempunyai 
kriteria valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  
untuk setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan 
mempunyai nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item 
pertanyaan yang mengukur variabel asimetri informasi dinyatakan valid. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Keadilan Prosedural 
Item 
pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kesimpulan 
1 0.550 0,2 Valid 
2 0.517 0,2 Valid 
3 0.636 0,2 Valid 
4 0.610 0,2 Valid 
5 0.616 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.8 menunjukkan variabel keadilan prosedural mempunyai 
kriteria valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  
untuk setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan 
mempunyai nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item 
pertanyaan yang mengukur variabel keadilan prosedural dinyatakan valid. 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Iklim Kerja Etis 
Item 
pertanyaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kesimpulan 
1 0.710 0,2 Valid 
2 0.778 0,2 Valid 
3 0.767 0,2 Valid 
4 0.591 0,2 Valid 
5 0.629 0,2 Valid 
6 0.771 0,2 Valid 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.9 menunjukkan variabel iklim kerja etis mempunyai kriteria 
valid dengan  nilai Correlated item-Total Correlation  (r hitung)  untuk 
setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel dan mempunyai 
nilai positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  indikator/ item pertanyaan 
yang mengukur variabel iklim kerja etis dinyatakan valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian reliabilitas  data  dilakukan  dengan  uji  statistik  
Cronbach’s  Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner ditampilkan 
dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Kesenjangan 
Anggaran 
0,668 Reliabel 
Partisipasi Anggaran 0,813 Reliabel 
Penekanan Anggaran 0,731 Reliabel 
Asimetri Informasi 0,826 Reliabel 
Keadilan Prosedural 0,800 Reliabel 
Iklim Kerja Etis 0,887 Reliabel 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
Tabel 4.10 di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s Alpha    
untuk variabel  kesenjangan anggaran adalah  0,668.  Angka ini  >  0,60.  
Hal  ini  berarti bahwa  konstruk  pertanyaan  yang  disusun  untuk  
mengukur  kesenjangan anggaran adalah  reliabel. 
Begitu  pula  dengan  variabel partisipasi anggaran, penekanan 
anggaran, asimetri informasi, keadilan prosedural dan iklim kerja etis.  
Nilai Cronbach’s Alpha  untuk  variabel-variabel  tersebut  secara berturut-
turut adalah 0,813; 0,731; 0,826; 0,800 dan 0,887. Angka ini juga > 0,60 
yang berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk mengukur ketiga variabel 
tersebut dinyatakan reliabel. 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 
pengujian terhadap gejala penyimpangan klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 
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1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  penelitian 
variabel  terdistribusi  secara  normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 
menggunakan pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov test yang terdapat 
dalam program SPSS 22.0 for Windows. Data dikatakan terdistribusi dengan 
normal  apabila  residual  terdistribusi  dengan  normal  yaitu  memiliki  tingkat 
signifikansi  di atas 0,05 (Ghozali,  2016). Hasil uji normalitas tersaji pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 97 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,93939536 
Most Extreme Differences Absolute ,061 
Positive ,061 
Negative -,044 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. ,835e 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,826 
Upper 
Bound 
,845 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
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Tabel 4.11 menunjukkan  bahwa  pengujian  terhadap  residual  persamaan 
regresi memberikan nilai probabilitas signifikansi 0,200 dan nilainya di atas 0,05, 
hal ini berarti data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 
multikolinearitas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 
dengan melihat nilai Tolerance dan Variabel Inflation Factor (VIF). Jika nilai 
Tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10 maka 
telah terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 
2016). Hasil uji multikolinieritas tersaji pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.872 3.143  .914 .363   
PATOTAL .413 .103 .360 3.988 .000 .952 1.050 
PENANGTOT
AL 
.183 .223 .138 .819 .415 .272 3.681 
IATOTAL .016 .104 .014 .151 .880 .933 1.072 
KPTOTAL .122 .239 .089 .511 .611 .253 3.954 
IKETOTAL .189 .136 .159 1.384 .170 .591 1.692 
a. Dependent Variable: KATOTAL 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 
dari 0,10 yaitu 0,952 untuk variabel partisipasi anggaran, 0,272 untuk variabel 
penekanan anggaran, 0,933 untuk variabel asimetri informasi, 0,253 untuk 
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variabel keadilan prosedural dan 0,591 untuk variabel iklim kerja etis. Ini berarti 
tidak ada multikolinieritas antar variabel independen. 
Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada 
satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, hasil pengujian 
dapat dilihat pada tabel Coefficients yaitu pada variabel partisipasi anggaran, 
penekanan anggaran, asimetri informasi, keadilan prosedural dan iklim kerja etis 
masing-masing adalah 1,050; 3,681; 1,072; 3,954; dan 1,692. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam 
model regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Dari hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari partisipasi anggaran 
adalah 0,490; penekanan anggaran adalah 0,510 dan asimetri informasi adalah 
0,472. Apabila tingkat signifikansi partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan 
asimetri informasi < 0,05, maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas, 
jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang mengandung 
heteroskedastisitas. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.565 1.521  1.029 .306 
PATOTAL -.039 .057 -.073 -.693 .490 
PENANGTOTAL .044 .066 .070 .662 .510 
IATOTAL .041 .056 .075 .722 .472 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Adapun sebagaimana hasil dari seluruh hasil analisis asumsi klasik di atas 
dapat disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis yang tersaji di atas 
dapat disimpulkan bahwa dalam uji asumsi klasik seluruh variabel memenuhi uji 
asumsi klasik dan dapat dilanjutkan ke analisis selanjutnya sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
Tabel 4.14 
Kesimpulan Uji Asumsi Klasik 
 
4.2.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dapat dilihat 
bedasarkan tabel berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1162,971 11 105,725 718,151 ,000b 
Residual 12,514 85 ,147   
Total 1175,485 96    
a. Dependent Variable: KATOTAL 
b. Predictors: (Constant), X3Z2, PATOTAL, KPTOTAL, X1Z2, IKETOTAL, 
PENANGTOTAL, IATOTAL, X2Z1, X1Z1, X3Z1, X2Z2 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
No 
Alat analisis uji 
asumsi klasik 
Pendekatan olah 
data 
Keterangan 
1 Normalitas Kolmogorov smirnov Memenuhi  
2 Multikolinieritas VIF dan Tolerance Bebas 
3 Heteroskedastisitas Glejser Bebas 
71 
 
 
 
Tabel di atas menunjukan bahwa signifikansi 0.000 dibawah 0,05. Nilai 
Fhitung 718,151 lebih besar dari Ftabel yaitu 2,31 (df N1= 6-1 dan df N2 97-6). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat atau fit. 
2. Uji Koefisien determinasi 
Hasil uji koefisien determinasi antara partisipasi anggaran, penekanan 
anggaran, asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran dengan variabel 
moderasi keadilan prosedural dan iklim kerja etis dapat dilihat pada tabel 4.16 di 
bawah ini. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,995a ,989 ,988 ,384 
a. Predictors: (Constant), X3Z2, PATOTAL, KPTOTAL, X1Z2, 
IKETOTAL, PENANGTOTAL, IATOTAL, X2Z1, X1Z1, X3Z1, X2Z2 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.  
Hasil uji koefisien determinasi di atas menjelaskan nilai Adjust R Square 
sebesar 0,988. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh variabel partisipasi 
anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran, dengan keadilan prosedural dan iklim kerja etis sebagai variabel 
pemoderasi sebesar 98,8% dan sisanya 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
model penelitian. 
Alasan menggunakan Adjusted R Square adalah karena ketika jumlah 
pengamatan bertambah maka Adjusted R Square nilainya akan bertambah apabila 
variabel independen akan ditambahkan ke dalam model atau naik turunnya nilai 
tidak dipengaruhi jumlah tetapi dipengaruhi variabel independen. Berbeda dengan 
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penggunaan R Square yaitu jika jumlah pengamatan bertambah maka R Square 
juga naik nilainya tidak peduli apakah model tesebut berpengaruh atau tidak. 
4.2.4 Analisis Regresi dan Moderated Regression Analysis (MRA) 
Hasil uji ditunjukkan dalam tabel 4.17 Moderated Regression Analysis 
(MRA) di bawah ini: 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,289 3,024  3,733 ,000 
PATOTAL ,164 ,161 ,143 1,018 ,312 
PENANGTOTAL ,334 ,100 ,253 3,344 ,001 
IATOTAL -,021 ,117 -,019 -,182 ,856 
KPTOTAL ,247 ,160 ,181 1,546 ,126 
IKETOTAL -,603 ,162 -,507 -3,721 ,000 
X1Z1 ,006 ,007 ,125 ,814 ,418 
X2Z1 -,019 ,005 -,511 -4,006 ,000 
X3Z1 -,001 ,007 -,011 -,072 ,942 
X1Z2 ,039 ,001 1,383 70,538 ,000 
X2Z2 -,011 ,008 -,287 -1,427 ,157 
X3Z2 ,001 ,007 ,027 ,146 ,884 
a. Dependent Variable: KATOTAL 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.17 dapat dihasilkan persamaan regresi moderasi 
sebagai berikut: 
Y = 11,289 + 0,164X1 + 0,334X2 - 0,021X3 + 0,247Z1 - 0,603Z2 + 0,006(X1Z1) – 
0,019(X2Z1) – 0,001(X3Z1) + 0,039(X1Z2) – 0,011(X2Z2) + 0,001(X3Z2) + ε 
Sehingga masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi dapat 
diintepretasikan sebagai berikut: 
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1. Konstanta sebesar 11,289 menyatakan bahwa jika nilai variabel 
independen, variabel moderasi dan interaksi variabel independen dan 
variabel moderasi dianggap nol (X1=0, X2=0, X3=0, Z1=0, Z2=0, 
X1Z1=0, X2Z1=0, X3Z1=0, X1Z2=0, X2Z2=0 dan X3Z2=0) maka nilai 
kesenjangan anggaran sebesar  11,289. 
2. Koefisien variabel partisipasi anggaran sebesar 0,164, artinya apabila 
terjadi kenaikan nilai variabel partisipasi anggaran sebesar 1 tingkat maka 
akan menaikkan kesenjangan anggaran sebesar 0,164. 
3. Koefisien variabel penekanan anggaran sebesar 0,334, artinya apabila 
terjadi kenaikan nilai variabel penekanan anggaran sebesar 1 tingkat maka 
akan menaikkan kesenjangan anggaran sebesar 0,334. 
4. Koefisien variabel asimetri informasi sebesar -0,021, artinya apabila 
terjadi penurunan nilai variabel asimetri informasi sebesar 1 tingkat maka 
akan menaikkan kesenjangan anggaran sebesar -0,021. 
5. Koefisien variabel keadilan prosedural sebagai pemoderasi sebesar 0,247, 
artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel keadilan prosedural sebesar 
1 tingkat maka variabel keadilan prosedural dapat memoderasi hubungan 
variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,247. 
6. Koefisien variabel iklim kerja etis sebagai pemoderasi sebesar -0,603, 
artinya apabila terjadi penurunan nilai variabel iklim kerja etis sebesar 1 
tingkat maka variabel keadilan iklim kerja etis dapat memoderasi 
hubungan variabel independen dengan variabel dependen sebesar -0,603. 
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7. Koefisien interaksi variabel partisipasi anggaran dan keadilan prosedural 
sebesar 0,006 artinya kenaikan interaksi variabel partisipasi anggaran dan 
keadilan prosedural sebesar 1 tingkat akan memperkuat hubungan 
partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran sebesar 0,006. 
8. Koefisien interaksi variabel penekanan anggaran dan keadilan prosedural 
sebesar –0,019 artinya penurunan interaksi variabel penekanan anggaran 
dan keadilan prosedural sebesar 1 tingkat akan memperlemah hubungan 
penekanan anggaran dengan kesenjangan anggaran sebesar –0,019. 
9. Koefisien interaksi variabel asimetri informasi dan keadilan prosedural 
sebesar –0,001 artinya penurunan interaksi variabel asimetri informasi dan 
keadilan prosedural sebesar 1 tingkat akan memperlemah hubungan 
asimetri informasi dengan kesenjangan anggaran sebesar –0,001. 
10. Koefisien interaksi variabel partisipasi anggaran dan iklim kerja etis 
sebesar 0,039 artinya kenaikan interaksi variabel partisipasi anggaran dan 
iklim kerja etis sebesar 1 tingkat akan memperkuat hubungan partisipasi 
anggaran dengan kesenjangan anggaran sebesar 0,039. 
11. Koefisien interaksi variabel penekanan anggaran dan iklim kerja etis 
sebesar –0,011 artinya penurunan interaksi variabel penekanan anggaran 
dan keadilan prosedural sebesar 1 tingkat akan memperlemah hubungan 
penekanan anggaran dengan kesenjangan anggaran sebesar –0,001. 
12. Koefisien interaksi variabel asimetri informasi dan iklim kerja etis sebesar 
0,001 artinya kenaikan interaksi variabel partisipasi anggaran dan iklim 
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kerja etis sebesar 1 tingkat akan memperkuat hubungan asimetri informasi 
dengan kesenjangan anggaran sebesar 0,001. 
Berdasarkan tabel 4.17 di atas, nilai signifikansi dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Nilai signifikansi partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran di 
atas 0,05 yaitu sebesar 0,312. Nilai thitung 1,018 < ttabel 1,667 (97-6). Hal ini 
berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual 
terhadap variabel dependen. Sehingga H1 ditolak dan disimpulkan bahwa 
partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. 
2. Nilai signifikansi penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran 
dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Nilai thitung 3,344 > ttabel 1,667 (97-6). 
Hal ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara individual 
terhadap variabel dependen. Sehingga H2 diterima dan disimpulkan bahwa 
penekanan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan 
anggaran. 
3. Nilai signifikansi asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran lebih 
besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,856. Nilai thitung -0,182 < ttabel 1,667 (97-6). 
Hal ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara 
individual terhadap variabel dependen. Sehingga H3 ditolak dan 
disimpulkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap 
kesenjangan anggaran. 
4. Nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran dan variabel moderasi 
keadilan prosedural lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,418. Nilai thitung 
76 
 
 
 
0,814 < ttabel 1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi tidak 
mempunyai pengaruh secara individual terhadap hubungan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. Sehingga H4 ditolak dan 
disimpulkan bahwa keadilan prosedural tidak memoderasi hubungan 
antara partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran.  
5. Nilai signifikansi untuk penekanan anggaran dan variabel moderasi 
keadilan prosedural dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai thitung 4,006 > 
ttabel 1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sehingga H5 diterima dan disimpulkan bahwa keadilan 
prosedural memoderasi hubungan antara penekanan anggaran dan 
kesenjangan anggaran.  
6. Nilai signifikansi untuk asimetri informasi dan variabel moderasi keadilan 
prosedural lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,942. Nilai thitung -0,072 < 
ttabel 1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi tidak mempunyai 
pengaruh secara individual terhadap hubungan antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. Sehingga H6 ditolak dan disimpulkan bahwa 
keadilan prosedural tidak memoderasi hubungan antara asimetri informasi 
dan kesenjangan anggaran.  
7. Nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran dan variabel moderasi Iklim 
kerja etis di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai thitung 70,538 > ttabel 
1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap hubungan antara variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Sehingga H7 diterima dan disimpulkan bahwa iklim 
kerja etis memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan 
kesenjangan anggaran.  
8. Nilai signifikansi untuk penekanan anggaran dan variabel moderasi iklim 
kerja etis lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,157. Nilai thitung -1,427 < ttabel 
1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sehingga H8 ditolak dan disimpulkan bahwa iklim 
kerja etis tidak memoderasi hubungan antara penekanan anggaran dan 
kesenjangan anggaran. 
9. Nilai signifikansi untuk asimetri informasi dan variabel moderasi iklim 
kerja etis lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,884. Nilai thitung 0,146 < ttabel 
1,667 (97-6). Hal ini berarti variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sehingga H9 ditolak dan disimpulkan bahwa iklim 
kerja etis tidak memoderasi hubungan antara asimetri informasi dan 
kesenjangan anggaran. 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
1. Hubungan antara Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan 
Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 
ditolak dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh 
terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
78 
 
 
 
koefisien partisipasi anggaran yaitu 0,164 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,312 yang berarti tingkat signifikansinya di atas 0,05. Nilai thitung 
1,018 < ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 dan thitung > 
ttabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sujana (2010), Dewi dan 
Erawati (2014) serta Ardanari dan Asmara (2014) yang menyatakan 
semakin tinggi partisipasi anggaran yang dilakukan oleh bawahan yang 
terlibat dalam penyusunan anggaran, maka tidak mempengaruhi timbulnya 
kesenjangan anggaran.  
Proses penyusunan anggaran di Pemerintah kota Surakarta melibatkan 
seluruh pihak yang berkepentingan dengan anggaran untuk bersama-sama 
mengambil peran guna menentukan dan mencapai anggaran yang 
merupakan suatu cerminan tujuan organisasi. Sehingga, pegawai tidak 
terdorong untuk menciptakan kesenjangan anggaran. 
2. Hubungan antara Penekanan Anggaran terhadap Kesenjangan 
Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 
diterima dan disimpulkan bahwa penekanan anggaran berpengaruh 
signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai koefisien penekanan anggaran yaitu 0,334 dengan nilai signifikansi  
sebesar 0,001 yang berarti tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Nilai 
thitung 3,344 > ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 dan 
thitung > ttabel, maka H0 ditolak atau H2 diterima. 
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Artinya ketika penekanan anggaran tinggi maka pegawai 
Pemerintah Kota Surakarta cenderung melakukan kesenjangan 
anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Triantana dkk (2015), Erina 
dan Suartana (2016) serta Enni dan Erianti (2014).  
Hal tersebut bisa terjadi apabila penilaian kinerja pegawai Pemerintah 
Kota Surakarta sangat ditentukan oleh anggaran yang telah disusun, maka 
pegawai akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan membuat 
anggaran mudah untuk dicapai dalam hal ini dengan melakukan 
kesenjangan anggaran. 
Pegawai yang tidak mampu mencapai target anggaran akan 
menghadapi kemungkinan kehilangan reward atau akan mendapatkan 
sanksi. Dalam keadaan seperti ini pegawai akan mencari cara untuk 
melindungi diri dari risiko tidak tercapainya target anggaran. Salah satu 
cara perlindungan diri tersebut adalah dengan menciptakan kesenjangan 
anggaran. 
3. Hubungan antara Asimetri Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H3 
ditolak dan disimpulkan bahwa asimetri informasi tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai koefisien asimetri informasi yaitu -0,021 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,856 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. 
Nilai thitung 0,182 < ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai probabilitas di atas 0,05 dan 
thitung < ttabel, maka H0 diterima atau H3 ditolak. 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan informasi yang dimiliki 
dari berbagai pihak relatif sama dan tidak jauh berbeda. Tingkat asimetri di 
satuan kerja perangkat daerah kecil karena satuan kerja perangkat daerah 
telah memiliki peraturan yang tegas dalam penyusunan dan pengesahan 
anggaran, target dan prioritas yang telah ditetapkan dari pemerintah 
sehingga tidak memungkinkan terjadinya asimetri informasi yang dapat 
mempengaruhi timbulnya kesenjangan anggaran. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elisa dan Henny (2014), 
bahwa asimetri informasi bukan menjadi faktor yang meningkatkan 
timbulnya kesenjangan anggaran. Penelitian Lestari (2008) dan Fitri 
(2004) juga menyatakan besar kecilnya asimetri informasi tidak 
mempengaruhi terhadap terciptanya kesenjangan anggaran. 
4. Pengaruh Keadilan Prosedural memoderasi Pengaruh Partisipasi 
Anggaran  terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H4 
ditolak dan disimpulkan bahwa keadilan prosedural tidak dapat 
memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap 
kesenjangan anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara partisipasi 
anggaran dan keadilan prosedural terhadap kesenjangan anggaran yaitu 
0,006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,418 yang berarti tingkat 
signifikansinya di atas 0,05. Nilai thitung 0,814 < ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai 
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probabilitas di bawah 0,05 dan thitung < ttabel, maka H0 diterima atau H4 
ditolak. 
Penerapan keadilan prosedural di Pemerintah Kota Surakarta tidak 
dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap 
kesenjangan anggaran. Hal ini terjadi karena proses penyusunan anggaran 
di Pemerintah Kota Surakarta melibatkan seluruh pihak/ pegawai yang 
mempunyai tanggungjawab dalam bidang anggaran sesuai prosedur, adil 
dan sesuai perencanaan anggaran di unit/ SKPD. 
Seluruh pihak/ pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan 
anggaran di Pemerintah Kota Surakarta dengan pengaruh yang cukup 
besar. Oleh karena itu tanpa dimoderasi keadilan prosedural partisipasi 
anggaran sudah mendorong terjadinya kesenjangan anggaran. 
5. Pengaruh Keadilan Prosedural memoderasi Pengaruh Penekanan 
Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H5 
diterima dan disimpulkan bahwa keadilan prosedural memoderasi 
(memperlemah) hubungan antara penekanan anggaran terhadap 
kesenjangan anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara penekanan 
anggaran dan keadilan prosedural terhadap kesenjangan anggaran yaitu -
0,019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti tingkat 
signifikansinya di bawah 0,05. Nilai thitung 4,006 > ttabel 1,667 (97-6). Jika 
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nilai probabilitas di bawah 0,05 dan thitung > ttabel, maka H0 ditolak atau H5 
diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa di Pemerintah 
Kota Surakarta, interaksi antara keadilan prosedural dan penekanan 
anggaran mampu menurunkan timbulnya kesenjangan anggaran. 
Penekanan anggaran yang dilakukan oleh pegawai di setiap unit/ SKPD 
dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang adil mampu mendorong 
pegawai untuk mencapai target anggaran dengan peningkatan kinerja, 
bukan dengan memanipulasi laporan keuangan. Sehingga hal tersebut 
dapat menurunkan kesenjangan anggaran di Pemerintah Kota Surakarta.  
6. Pengaruh Keadilan Prosedural memoderasi Pengaruh Asimetri 
Informasi terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H6 
ditolak dan disimpulkan bahwa keadilan prosedural tidak dapat 
memoderasi hubungan antara asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara asimetri 
informasi dan keadilan prosedural terhadap kesenjangan anggaran yaitu 
-,0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,942 yang berarti tingkat 
signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nilai thitung 0,072 < ttabel 1,667 (97-6). 
Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan thitung < ttabel, maka H0 
diterima atau H6 ditolak. 
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Keadilan prosedural tidak dapat memoderasi hubungan antara asimetri 
informasi terhadap kesenjangan anggaran di Pemerintah Kota Surakarta. 
Hal ini karena asimetri informasi merupakan informasi yang diterima tidak 
searah dan pasti ada kecenderungan memihak atau menguntungkan salah 
satu pihak. Dalam hal pemerintah daerah, asimetri informasi sering terjadi 
di lingkungan atasan dan bawahan. 
Asimetri informasi tidak mengenal adanya keadilan prosedural, karena 
keadilan prosedural seharusnya tidak memihak salah satu pihak. Sehingga 
keadilan prosedural tidak dapat memoderasi dan tanpa adanya keadilan 
prosedural, asimetri informasi sudah dapat mendorong pegawai melakukan 
kesenjangan anggaran. 
7. Pengaruh Iklim Kerja Etis memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran 
terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa H7 
diterima dan disimpulkan bahwa iklim kerja etis memoderasi 
(memperkuat) hubungan antara partisipasi anggaran terhadap 
kesenjangan anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara partisipasi 
anggaran dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan anggaran yaitu 0,039 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti tingkat signifikansinya 
di bawah 0,05. Nilai thitung 70,538 > ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai 
probabilitas di bawah 0,05 dan thitung > ttabel, maka H0 ditolak atau H7 
diterima. 
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Ketika iklim kerja suatu unit/SKPD semakin etis, maka akan semakin 
memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan 
anggaran. Di Pemerintah Kota Surakarta, pegawai sudah melakukan 
partisipasi anggaran sesuai prinsip-prinsip etis sepeti kejujuran, kesetiaan, 
tanggungjawab dan menegakkan perilaku etis sesuai kode etik. Hal ini 
karena adanya iklim kerja etis mampu mendorong pegawai berpartisipasi 
dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip etis, sehingga berdampak pada 
menurunnya kesenjangan anggaran di Pemerintah Kota Surakarta.  
8. Pengaruh Iklim Kerja Etis memoderasi Pengaruh Penekanan 
Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
H8 ditolak dan disimpulkan bahwa iklim kerja etis tidak dapat 
memoderasi hubungan antara penekanan anggaran terhadap 
kesenjangan anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara penekanan 
anggaran dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan anggaran yaitu -0,011 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,157 yang berarti tingkat signifikansinya 
lebih besar dari 0,05. Nilai thitung 1,427 < ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai 
probabilitas lebih besar dari 0,05 dan thitung < ttabel, maka H0 diterima atau 
H8 ditolak. 
Di Pemerintah Kota Surakarta yang merupakan sebuah lembaga 
sektor publik, anggaran-anggaran dibuat sudah sesuai dengan 
perencanaan dan kebijakan. Penekanan anggaran dijadikan tolok ukur 
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kinerja dan menuntut pegawai mencapai target anggaran yang 
dilakukan dengan cara memilih anggaran-anggaran yang efektif dan 
efisien terlebih dahulu untuk meminimalisasi penggunaan dana. 
Sehingga tanpa adanya penerapan iklim kerja etis, penekanan anggaran 
dapat  menurunkan terjadinya kesenjangan anggaran. 
9. Pengaruh Iklim Kerja Etis memoderasi Pengaruh Asimetri Informasi 
terhadap Kesenjangan Anggaran 
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
H9 ditolak dan disimpulkan bahwa iklim kerja etis tidak dapat 
memoderasi hubungan antara asimetri informasi terhadap kesenjangan 
anggaran. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien interaksi antara asimetri 
informasi dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan anggaran dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,884 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar 
dari 0,05. Nilai thitung 0,146 < ttabel 1,667 (97-6). Jika nilai probabilitas lebih 
besar dari 0,05 dan thitung < ttabel, maka H0 diterima atau H9 ditolak. 
Iklim kerja etis tidak dapat memoderasi hubungan asimetri 
informasi terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini karena asimetri 
informasi bukan cerminan sebuah iklim kerja etis dan pastinya asimetri 
informasi ini akan menciptakan kondisi yang sebaliknya yaitu kondisi 
iklim kerja yang tidak etis dan memungkinkan iklim kerja yang tidak 
terjaga dengan baik. Sehingga tidak ada interaksi iklim kerja etis dan 
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asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran. Karena ketika iklim 
kerja semakin etis seharusnya asimetri informasi tidak akan terjadi. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai keadilan prosedural dan 
iklim kerja etis sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi anggaran, penekanan 
anggaran dan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, 
dengan nilai signifikansi 0,312 yang berarti tingkat signifikan lebih besar 
dari 0,05 dan nilai thitung 1,018 < ttabel 1,667 (97-6). 
b. Penekanan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan 
anggaran, dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti tingkat signifikan 
di bawah 0,05 dan nilai thitung 3,344 > ttabel 1,667 (97-6). 
c. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, 
dengan nilai signifikansi untuk asimetri informasi sebesar 0,856 yang 
berarti tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan nilai thitung -0,182 < 
ttabel 1,667 (97-6).  
d. Keadilan prosedural tidak memoderasi hubungan antara partisipasi 
anggaran terhadap kesenjangan anggaran, dengan nilai signifikansi 
untuk partisipasi anggaran dan keadilan prosedural terhadap kesenjangan 
anggaran  sebesar 0,418 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar 
dari 0,05 dan nilai thitung 0,814 <  ttabel 1,667 (97-6). 
88 
 
 
 
e. Keadilan prosedural memoderasi (memperlemah) hubungan antara 
penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran, dengan nilai 
signifikansi untuk penekanan anggaran dan keadilan prosedural terhadap 
kesenjangan anggaran  sebesar 0,000 yang berarti tingkat signifikansinya 
di bawah 0,05 tetapi nilai thitung -4,006 < ttabel 1,667 (97-6). 
f. Keadilan prosedural tidak memoderasi hubungan antara asimetri 
informasi terhadap kesenjangan anggaran, dengan nilai signifikansi 
untuk asimetri informasi dan keadilan prosedural terhadap kesenjangan 
anggaran  sebesar 0,942 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar 
dari 0,05 dan nilai thitung -0,072 < ttabel 1,667 (97-6). 
g. Iklim kerja etis memoderasi (memperkuat) hubungan antara partisipasi 
anggaran terhadap kesenjangan anggaran, dengan niilai signifikansi 
untuk partisipasi anggaran dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan 
anggaran  sebesar 0,000 yang berarti tingkat signifikansinya di bawah 0,05 
dan nilai thitung 70,538 > ttabel 1,667 (97-6). 
h. Iklim kerja etis tidak memoderasi hubungan antara penekanan 
anggaran terhadap kesenjangan anggaran dengan nilai signifikansi untuk 
penekanan anggaran dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan anggaran  
sebesar 0,157 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan 
nilai thitung -1,427 < ttabel 1,667 (97-6). 
i. Iklim kerja etis tidak memoderasi hubungan antara asimetri informasi 
terhadap kesenjangan anggaran, dengan nilai signifikansi untuk asimetri 
informasi dan iklim kerja etis terhadap kesenjangan anggaran  sebesar 
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0,884 yang berarti tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 tetapi nilai 
thitung 0,146 < ttabel 1,667 (97-6). 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Dalam penelitian ini terbatas pada SKPD Pemerintah Kota Surakarta, 
sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan atau 
kesimpulan untuk objek dan subjek penelitian yang berbeda. 
b. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner. Peneliti 
tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden dan 
peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengisian kuesioner yang 
dilakukan oleh responden secara keseluruhan dalam sampel penelitian, 
sehingga adanya kemungkinan responden kurang memahami pertanyaan 
dalam kuesioner. 
j. Penelitian ini pengukuran kesenjangan anggaran hanya ditinjau dari 
variabel partisipasi penganggaran, asimetri informasi, penekanan 
anggaran, keadilan prosedural dan iklim kerja etis sehingga untuk 
penelitian selanjutnya dapat meninjau dari variabel lain yang belum 
digunakan dalam penelitian ini.  
5.3. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas maka penulis 
memberikan saran antara lain: 
90 
 
 
 
a. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan 
menggunakan wawancara atau interview untuk seluruh . 
b. Masih diperlukan penelitian pada bidang yang sama untuk mengetahui 
konsistensi hasil penelitian karena penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan mengenai kesenjangan anggaran memberikan hasil yang 
berbeda-beda. 
c. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  melaksanakan  penelitian  dengan 
responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara 
universal. 
d. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan 
pendalamam materi maupun skill, atau bisa juga mengadakan seminar 
yang berhubungan dengan anggaran di lembaga pemerintah. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No 
Bulan November Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal  X X X X X X X X                        
2 Konsultasi          X X X X X               
    
3 Revisi Proposal                   X X             
4 Pengumpulan Data                     X X X X         
5 Analisis Data                         X X       
6 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                         X X X 
    
7 
Pendaftaran 
Munaqosyah 
                            
X    
8 Munaqosyah                               X  
9 Revisi Skripsi                             
  X X 
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Lampiran 2 
Daftar SKPD Pemerintah Kota Surakarta 
No. Nama SKPD 
1.  Sekretariat Daerah 
2.  Sekretariat DPRD 
3.  Inspektorat 
4.  Dinas Pendidikan 
5.  Dinas Kesehatan 
6.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
7.  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
8.  Dinas Sosial 
9.  Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
10.  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
11.  Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 
12.  Dinas Lingkungan Hidup 
13.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
14.  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
15.  Dinas Perhubungan 
16.  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
17.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
18.  Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
19.  Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 
20.  Dinas Kebudayaan 
21.  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
22.  Dinas Pariwisata 
23.  Dinas Perdagangan 
24.  Dinas Pemadam Kebakaran 
25.  Satuan Polisi Pamong Praja 
26.  Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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27.  Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
28.  Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 
29.  Kecamatan Banjarsari 
30.  Kecamatan Jebres 
31.  Kecamatan Laweyan 
32.  Kecamatan Pasar Kliwon 
33.  Kecamatan Serengan 
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Lampiran 3 
Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 4 
Kuesioner 
 Surakarta,    Mei 2017 
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Responden 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program 
Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, saya: 
Nama  : Yuni Renitasari 
NIM  : 132221033 
Fak./Jur./Smtr. : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/VIII 
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Keadilan Prosedural dan Iklim Kerja Etis sebagai Pemoderasi Pengaruh 
Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran dan Asimetri Informasi 
terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi Empiris pada Pemerintah Kota 
Surakarta” 
Untuk  itu, saya sangat menharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya 
saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja anda. Data yang diperoleh 
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap 
dan sebenar-benarnya. 
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a. Apabila salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak 
berlaku dan tidak dapat digunakan. 
b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I tidak ada yang salah atau benar dan 
tidak berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibi/Sdr/I di tempat 
bekerja. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan 
menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih. 
 
 Hormat saya, 
 Peneliti 
 
 
 
 (Yuni Renitasari)  
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A. DATA RESPONDEN 
Mohon ketersediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut: 
1. Nama :..............................................(boleh tidak diisi) 
2. Jenis kelamin :  Pria Wanita 
3. Umur :  tahun 
4. Pendidikan terakhir : SMA D3 S1 
S2 S3 
5. Nama SKPD :.......................................................................... 
6. Jabatan :……………………………………………….. 
7. Lama Bapak/Ibu menduduki jabatan ini :................................................. 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Bacalah baik-baik pernyataan berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang 
sesuai dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang mewakili pilihan 
Bapak/Ibu dengan petunjuk sebagai berikut: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
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DAFTAR PERTANYAAN 
 
1. Kesenjangan Anggaran 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Perencanaan anggaran sumber 
daya dan realisasi penggunaan 
sumber daya di Unit/SKPD 
saya mengalami perbedaan. 
     
2. Perencanaan anggaran sumber 
daya di Unit/SKPD saya selalu 
mengalami perubahan setiap 
tahunnya. 
     
3. Perencanaan anggaran 
pendapatan di Unit/SKPD saya 
lebih rendah daripada realisasi 
pendapatan . 
     
4. Perencanaan anggaran 
pendapatan di Unit/SKPD saya 
selalu mengalami perubahan 
setiap tahunnya. 
     
5. Perencanaan anggaran biaya di 
Unit/SKPD saya lebih tinggi 
daripada  realisasi biaya. 
     
6. Perencanaan anggaran biaya di 
Unit/SKPD saya selalu 
mengalami perubahan setiap 
tahunnya. 
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2. Partisipasi Anggaran 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
7. Saya ikut serta dalam proses 
penyusunan anggaran di 
unit/SKPD saya. 
     
8. Saya ikut serta menyampaikan 
pendapat/usulan saya dalam 
proses penyusunan anggaran di 
unit/ SKPD saya. 
     
9. Pendapat/usulan saya memiliki 
pengaruh  yang cukup besar 
dalam penetapan anggaran. 
     
10. Ketika target anggaran dapat 
tercapai, atasan perlu 
memberikan penghargaan 
kepada bawahan yang terlibat 
dalam penyusunan anggaran di 
unit/SKPD saya. 
     
 
3. Penekanan Anggaran 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
11. Anggaran pada unit/ SKPD 
saya berfungsi sebagai alat 
pengendali (pengawasan) 
kinerja saya. 
     
12. Anggaran yang ditetapkan 
digunakan sebagai tolok ukur 
kinerja saya. 
     
13. Anggaran yang ditetapkan 
menuntut kinerja saya 
mencapai target anggaran. 
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14. Saya mendapatkan reward 
(penghargaan) dari atasan, 
ketika target anggaran 
tercapai. 
     
15. Saya akan mendapatkan sanksi 
dari atasan apabila saya tidak 
mampu mencapai target 
anggaran. 
     
 
4. Infomasi Asimetri 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
16. Informasi pencapaian target 
anggaran yang saya peroleh 
berbeda dengan atasan saya di 
unit/SKPD saya. 
     
17. Secara teknis, infomasi 
mengenai pekerjaan yang  
menjadi tanggungjawab saya 
yang saya miliki berbeda 
dengan atasan saya di 
unit/SKPD. 
     
18. Informasi mengenai anggaran 
pendapatan dan realisasi 
pendapatan yang dapat dicapai 
yang saya peroleh berbeda 
dengan atasan di unit/SKPD 
saya. 
     
19. Informasi mengenai anggaran 
biaya yang dibutuhkan dan 
realisasi biaya di unit/SKPD 
yang saya peroleh berbeda 
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dengan atasan saya. 
 
5. Keadilan Prosedural 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
20. Saya ikut bertanggungjawab 
dalam penyusunan anggaran 
sehingga saya diberikan 
informasi tentang prosedur 
yang benar dalam proses 
tersebut. 
     
21. Sebelum pengambilan 
keputusan dalam penyusunan 
anggaran di unit/SKPD saya, 
semua pendapat dari pihak 
yang terlibat diperhatikan, 
termasuk saya. 
     
22. Prosedur penyusunan anggaran 
dilaksanakan secara konsisten 
oleh pihak yang terlibat dalam 
penyusunan anggaran di 
unit/SKPD saya, termasuk 
saya. 
     
23. Saya yakin bahwa keputusan 
tersebut mencerminkan 
kepentingan unit/SKPD saya 
dan bebas dari kepentingan 
pihak luar/ tertentu. 
     
24. Keputusan berkaitan dengan 
anggaran tidak berat sebelah 
antara unit/SKPD saya dengan 
unit/SKPD lainnya. 
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6. Iklim Kerja Etis 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
25. Saya harus menerapkan prinsip 
kejujuran dalam proses 
penyusunan anggaran di 
unit/SKPD saya. 
     
26. Saya harus menjunjung tinggi 
kesetiaan pada nilai-nilai 
kebenaran yang ada dalam 
unit/SKPD saya. 
     
27. Saya selalu bertanggungjawab 
dalam melaksanakan tugas 
yang diamanatkan kepada saya. 
     
28. Unit/SKPD saya selalu 
melaksanakan kebijakan yang 
berkaitan dengan perilaku etis. 
     
29. Unit/SKPD saya memiliki 
kode etik secara formal dan 
tertulis. 
     
30. Unit/SKPD saya menegakkan 
perilaku etis sesuai dengan 
kode etik. 
     
 
Data Hasil Uji Kuesioner 
KESENJANGAN ANGGARAN 
 
1 2 3 4 5 6 JUMLAH 
1 2 5 5 4 3 5 24 
2 1 5 4 5 3 5 23 
3 2 3 3 4 4 4 20 
4 1 4 4 4 5 4 22 
5 4 4 4 4 4 4 24 
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6 2 2 2 4 4 4 18 
7 2 2 2 4 4 4 18 
8 3 4 3 4 4 4 22 
9 3 4 3 4 4 3 21 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 2 4 2 4 20 
12 2 4 2 4 4 4 20 
13 2 4 1 4 4 5 20 
14 5 5 5 5 4 5 29 
15 5 5 5 5 4 5 29 
16 5 5 5 5 4 5 29 
17 4 3 2 4 4 3 20 
18 4 4 2 4 4 4 22 
19 4 4 4 4 5 5 26 
20 3 2 2 4 2 4 17 
21 4 4 3 4 2 4 21 
22 4 4 3 4 2 4 21 
23 4 4 3 4 4 4 23 
24 2 4 2 4 4 4 20 
25 4 4 4 2 4 4 22 
26 1 4 1 3 2 3 14 
27 1 2 1 3 2 3 12 
28 4 4 4 2 4 4 22 
29 4 4 2 4 4 2 20 
30 2 5 4 5 2 4 22 
31 4 4 4 5 5 4 26 
32 2 4 2 4 4 4 20 
33 3 4 2 2 4 4 19 
34 3 4 3 3 4 4 21 
35 2 4 2 4 2 4 18 
36 2 4 4 4 2 4 20 
37 4 4 2 4 2 4 20 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 2 4 2 4 20 
40 2 4 2 4 4 4 20 
41 4 5 2 5 2 5 23 
42 3 4 3 4 2 4 20 
43 2 4 3 3 4 4 20 
44 2 2 2 4 2 3 15 
45 2 4 2 4 2 3 17 
46 4 3 3 3 2 4 19 
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47 4 4 2 4 4 4 22 
48 2 4 2 4 2 4 18 
49 1 4 2 5 4 4 20 
50 3 4 2 1 2 1 13 
51 3 4 2 1 2 1 13 
52 4 4 2 4 4 4 22 
53 4 4 2 4 4 4 22 
54 2 3 2 2 2 3 14 
55 2 3 2 2 2 3 14 
56 2 2 3 2 2 2 13 
57 3 3 2 2 2 3 15 
58 3 3 2 3 4 4 19 
59 2 4 2 4 2 4 18 
60 2 4 2 4 4 4 20 
61 1 5 1 5 4 5 21 
62 1 4 5 4 4 4 22 
63 3 4 2 4 2 4 19 
64 4 4 5 5 2 5 25 
65 2 4 2 4 4 4 20 
66 4 4 2 4 2 5 21 
67 4 3 2 3 2 3 17 
68 4 5 2 3 2 4 20 
69 4 4 3 4 2 4 21 
70 4 4 2 4 4 5 23 
71 4 3 2 3 2 3 17 
72 3 4 3 3 2 2 17 
73 3 4 3 4 2 4 20 
74 2 3 2 4 2 3 16 
75 2 4 2 4 2 4 18 
76 4 5 4 4 2 4 23 
77 2 4 2 3 2 2 15 
78 2 2 2 4 2 4 16 
79 2 4 1 4 2 4 17 
80 2 4 3 4 2 4 19 
81 2 4 2 2 4 5 19 
82 4 4 3 4 2 4 21 
83 2 2 2 2 4 2 14 
84 4 4 2 4 2 4 20 
85 2 2 2 2 4 2 14 
86 2 4 2 4 2 4 18 
87 3 4 4 3 4 4 22 
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88 3 3 4 3 2 3 18 
89 4 3 4 4 2 3 20 
90 2 3 2 4 2 5 18 
91 2 4 2 3 2 2 15 
92 2 4 2 3 2 2 15 
93 2 4 2 2 4 4 18 
94 3 4 3 4 2 3 19 
95 4 4 2 4 4 4 22 
96 2 4 2 4 2 4 18 
97 4 4 3 5 5 4 25 
 
PARTISIPASI ANGGARAN 
 
1 2 3 4 JUMLAH 
1 4 5 4 4 17 
2 4 5 4 4 17 
3 2 4 5 5 16 
4 2 4 5 3 14 
5 2 4 3 3 12 
6 4 2 2 3 11 
7 4 4 4 4 16 
8 4 5 5 3 17 
9 2 5 4 3 14 
10 3 4 3 3 13 
11 5 5 4 5 19 
12 3 4 3 3 13 
13 5 4 2 4 15 
14 5 4 4 4 17 
15 5 4 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 2 2 4 2 10 
21 5 5 5 5 20 
22 5 5 5 5 20 
23 5 5 5 5 20 
24 4 4 4 4 16 
25 5 5 5 5 20 
26 1 3 2 3 9 
27 1 3 2 3 9 
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28 4 4 4 4 16 
29 2 5 3 4 14 
30 3 4 4 4 15 
31 5 5 5 5 20 
32 2 3 4 5 14 
33 4 5 3 5 17 
34 4 4 4 4 16 
35 5 5 4 4 18 
36 4 5 4 4 17 
37 3 4 3 3 13 
38 5 4 4 4 17 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 4 4 16 
41 5 4 4 4 17 
42 5 5 5 5 20 
43 4 5 5 5 19 
44 2 2 4 2 10 
45 5 5 5 5 20 
46 4 4 4 4 16 
47 4 4 4 4 16 
48 5 5 5 5 20 
49 3 4 4 4 15 
50 2 1 2 1 6 
51 4 4 4 4 16 
52 2 5 3 4 14 
53 3 4 4 4 15 
54 2 2 2 3 9 
55 2 3 4 5 14 
56 4 5 3 5 17 
57 4 4 4 4 16 
58 2 2 2 2 8 
59 2 4 2 4 12 
60 3 4 4 4 15 
61 4 5 4 4 17 
62 4 4 4 4 16 
63 4 4 3 4 15 
64 4 3 3 4 14 
65 4 4 3 5 16 
66 4 2 2 2 10 
67 3 3 3 3 12 
68 3 3 3 4 13 
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69 3 3 3 3 12 
70 3 3 3 5 14 
71 3 4 3 4 14 
72 4 3 3 4 14 
73 3 3 3 3 12 
74 4 4 4 4 16 
75 3 4 4 4 15 
76 4 4 2 4 14 
77 4 4 3 4 15 
78 4 4 2 4 14 
79 4 4 3 4 15 
80 4 4 3 3 14 
81 5 5 3 5 18 
82 2 2 2 4 10 
83 2 2 4 2 10 
84 5 4 3 4 16 
85 2 2 4 2 10 
86 2 4 2 4 12 
87 3 2 3 3 11 
88 3 3 3 3 12 
89 4 4 3 4 15 
90 4 4 3 3 14 
91 2 3 2 2 9 
92 2 3 2 2 9 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 3 3 14 
95 4 4 3 4 15 
96 3 4 2 4 13 
97 5 4 3 4 16 
 
PENEKANAN ANGGARAN 
 
1 2 3 4 5 JUMLAH 
1 3 4 3 4 4 18 
2 4 4 3 4 4 19 
3 4 4 4 5 4 21 
4 5 5 5 5 5 25 
5 4 4 4 4 4 20 
6 5 5 4 4 4 22 
7 5 5 4 4 4 22 
8 4 4 4 4 4 20 
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9 3 4 3 3 3 16 
10 4 5 5 4 5 23 
11 5 5 4 5 5 24 
12 4 4 4 4 5 21 
13 5 5 5 5 5 25 
14 5 5 5 5 5 25 
15 5 5 5 5 5 25 
16 5 5 5 5 5 25 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 3 4 4 4 19 
19 5 4 4 5 4 22 
20 4 4 4 3 3 18 
21 4 3 4 4 3 18 
22 4 4 4 4 4 20 
23 5 5 4 4 4 22 
24 2 2 4 2 4 14 
25 4 3 4 4 4 19 
26 4 4 4 4 4 20 
27 3 3 4 4 4 18 
28 4 3 4 4 4 19 
29 2 2 4 4 4 16 
30 5 5 4 4 4 22 
31 4 3 4 4 4 19 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 3 4 3 18 
34 4 4 3 4 3 18 
35 4 2 4 4 2 16 
36 4 4 4 4 4 20 
37 2 2 4 4 4 16 
38 3 2 4 4 4 17 
39 2 2 4 4 4 16 
40 4 4 4 4 4 20 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 4 4 4 20 
44 3 3 4 4 3 17 
45 4 3 4 4 4 19 
46 5 5 5 4 4 23 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 3 3 4 18 
49 4 4 4 4 4 20 
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50 4 2 4 2 2 14 
51 4 2 4 2 2 14 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 3 3 18 
56 3 4 3 4 3 17 
57 3 3 3 3 4 16 
58 4 4 4 4 3 19 
59 2 4 4 4 4 18 
60 2 2 4 4 4 16 
61 1 1 5 5 5 17 
62 4 2 2 4 4 16 
63 4 4 3 3 3 17 
64 4 4 5 3 3 19 
65 5 4 3 4 4 20 
66 2 4 4 2 2 14 
67 3 3 4 4 4 18 
68 4 3 4 4 4 19 
69 3 3 3 3 3 15 
70 5 4 4 4 4 21 
71 4 4 4 3 3 18 
72 4 4 3 3 4 18 
73 3 3 3 3 3 15 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 4 4 4 4 20 
76 4 5 5 5 3 22 
77 4 2 4 3 4 17 
78 4 2 4 4 2 16 
79 4 4 4 4 4 20 
80 3 4 4 4 4 19 
81 5 5 4 4 5 23 
82 4 4 4 4 4 20 
83 5 4 4 4 4 21 
84 4 4 4 4 4 20 
85 5 4 4 4 4 21 
86 4 4 4 4 4 20 
87 3 4 4 3 4 18 
88 3 4 2 4 3 16 
89 4 3 3 4 3 17 
90 3 4 4 4 4 19 
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91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 4 4 4 4 20 
94 3 4 3 3 3 16 
95 4 2 4 4 4 18 
96 4 2 2 2 2 12 
97 4 4 4 2 5 19 
 
ASIMETRI INFORMASI 
 
1 2 3 4 JUMLAH 
1 4 5 5 3 17 
2 2 5 4 3 14 
3 3 4 3 3 13 
4 5 5 4 5 19 
5 3 4 3 3 13 
6 5 4 2 4 15 
7 5 4 4 4 17 
8 5 4 4 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 4 4 4 4 16 
12 4 4 4 4 16 
13 2 2 4 2 10 
14 5 5 5 5 20 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 2 2 4 2 10 
19 3 4 3 3 13 
20 2 2 2 2 8 
21 3 4 4 3 14 
22 3 4 4 3 14 
23 4 5 5 3 17 
24 2 5 4 3 14 
25 3 4 3 3 13 
26 5 5 4 5 19 
27 3 4 3 3 13 
28 5 4 2 4 15 
29 5 4 4 4 17 
30 5 4 4 4 17 
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31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 2 2 4 2 10 
36 5 5 5 5 20 
37 3 4 4 3 14 
38 2 4 4 3 13 
39 3 4 4 3 14 
40 2 2 2 2 8 
41 2 3 3 4 12 
42 2 4 2 2 10 
43 4 5 5 3 17 
44 2 5 4 3 14 
45 3 4 3 3 13 
46 5 5 4 5 19 
47 3 4 3 3 13 
48 5 4 2 4 15 
49 5 4 4 4 17 
50 5 4 4 4 17 
51 4 4 4 4 16 
52 4 4 4 4 16 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 2 2 4 2 10 
56 5 5 5 5 20 
57 3 3 4 4 14 
58 2 2 2 2 8 
59 4 5 5 3 17 
60 2 5 4 3 14 
61 3 4 3 3 13 
62 5 5 4 5 19 
63 3 4 3 3 13 
64 5 4 2 4 15 
65 5 4 4 4 17 
66 5 4 4 4 17 
67 4 4 4 4 16 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 4 16 
71 2 2 4 2 10 
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72 5 5 5 5 20 
73 2 2 2 2 8 
74 4 4 2 2 12 
75 2 2 2 2 8 
76 2 1 3 2 8 
77 4 5 5 3 17 
78 2 5 4 3 14 
79 3 4 3 3 13 
80 5 5 4 5 19 
81 3 4 3 3 13 
82 5 4 2 4 15 
83 5 4 4 4 17 
84 5 4 4 4 17 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 4 4 16 
88 4 4 4 4 16 
89 2 2 4 2 10 
90 5 5 5 5 20 
91 2 3 3 2 10 
92 2 3 3 2 10 
93 4 4 4 2 14 
94 3 3 3 3 12 
95 4 4 4 4 16 
96 4 2 2 2 10 
97 4 4 4 3 15 
 
KEADILAN PROSEDURAL 
 
1 2 3 4 5 JUMLAH 
1 5 3 4 4 5 21 
2 3 3 4 4 4 18 
3 4 4 5 4 4 21 
4 5 5 5 5 5 25 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 3 4 4 4 4 19 
9 3 3 3 3 3 15 
10 4 5 4 5 4 22 
11 4 4 5 5 4 22 
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12 3 4 4 5 5 21 
13 5 5 5 5 5 25 
14 5 5 5 5 5 25 
15 5 5 5 5 5 25 
16 5 5 5 5 5 25 
17 4 4 4 4 3 19 
18 4 4 4 4 4 20 
19 5 4 5 4 5 23 
20 5 4 3 3 3 18 
21 4 4 4 3 3 18 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 2 4 2 4 4 16 
25 4 4 4 4 3 19 
26 4 4 4 4 4 20 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 3 19 
29 2 4 4 4 3 17 
30 4 4 4 4 2 18 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 3 4 3 4 18 
34 4 3 4 3 4 18 
35 4 4 4 2 4 18 
36 4 4 4 4 4 20 
37 2 4 4 4 4 18 
38 2 4 4 4 4 18 
39 2 4 4 4 4 18 
40 4 4 4 4 4 20 
41 4 4 4 4 4 20 
42 5 4 4 4 4 21 
43 3 4 4 4 4 19 
44 4 4 4 3 4 19 
45 4 4 4 4 4 20 
46 4 5 4 4 5 22 
47 4 4 4 4 4 20 
48 3 3 3 4 4 17 
49 4 4 4 4 4 20 
50 2 4 2 2 3 13 
51 2 4 2 2 3 13 
52 4 4 4 4 4 20 
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53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 3 3 4 18 
56 3 3 4 3 3 16 
57 4 3 3 4 3 17 
58 4 4 4 3 4 19 
59 4 4 4 4 3 19 
60 4 4 4 4 4 20 
61 5 5 5 5 5 25 
62 2 2 4 4 3 15 
63 4 3 3 3 3 16 
64 5 5 3 3 4 20 
65 4 3 4 4 4 19 
66 2 4 2 2 2 12 
67 4 4 4 4 4 20 
68 3 4 4 4 3 18 
69 4 3 3 3 3 16 
70 4 4 4 4 4 20 
71 4 4 3 3 3 17 
72 4 3 3 4 4 18 
73 3 3 3 3 4 16 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 4 4 4 4 20 
76 4 5 5 3 4 21 
77 4 4 3 4 4 19 
78 4 4 4 2 4 18 
79 4 4 4 4 4 20 
80 4 4 4 4 4 20 
81 5 4 4 5 5 23 
82 3 4 4 4 4 19 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 4 4 4 4 20 
85 4 4 4 4 4 20 
86 4 4 4 4 4 20 
87 3 4 3 4 4 18 
88 3 2 4 3 4 16 
89 3 3 4 3 3 16 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 4 4 20 
93 5 4 4 4 4 21 
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94 3 3 3 3 3 15 
95 4 4 4 4 4 20 
96 3 2 2 2 4 13 
97 4 4 2 5 4 19 
 
IKLIM KERJA ETIS 
 
1 2 3 4 5 6 JUMLAH 
1 4 4 4 5 3 4 24 
2 4 4 4 4 3 4 23 
3 4 4 4 4 3 4 23 
4 5 5 5 5 5 5 30 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 5 5 5 5 3 4 27 
7 5 5 5 5 3 4 27 
8 5 5 5 5 5 5 30 
9 4 4 4 4 4 4 24 
10 5 5 4 5 4 5 28 
11 5 5 5 4 5 5 29 
12 5 5 5 4 5 4 28 
13 5 5 5 5 5 5 30 
14 5 5 5 5 5 5 30 
15 5 5 5 5 5 5 30 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 4 4 4 3 3 22 
19 5 5 5 5 5 5 30 
20 4 4 4 4 4 3 23 
21 4 4 4 4 3 3 22 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 5 5 4 4 4 4 26 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 5 4 5 4 4 4 26 
26 4 4 5 5 4 4 26 
27 4 4 5 5 4 4 26 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 5 5 5 27 
30 5 5 5 4 4 4 27 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 3 3 3 3 3 3 18 
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34 3 3 3 3 3 3 18 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 5 5 4 4 4 4 26 
37 4 4 4 3 4 3 22 
38 4 4 4 3 4 3 22 
39 4 4 4 3 4 3 22 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 5 4 4 4 4 25 
42 5 5 5 5 5 5 30 
43 5 5 5 5 4 4 28 
44 4 4 4 4 4 4 24 
45 4 4 4 4 4 4 24 
46 5 4 4 5 5 5 28 
47 5 5 5 5 5 5 30 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 4 4 2 5 4 23 
51 4 4 4 2 5 4 23 
52 5 5 5 5 5 5 30 
53 5 5 5 5 5 5 30 
54 4 4 4 4 4 4 24 
55 3 4 4 3 3 3 20 
56 3 3 4 4 3 3 20 
57 3 3 4 4 3 3 20 
58 5 4 4 4 4 4 25 
59 5 5 4 4 4 4 26 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 5 5 5 5 5 5 30 
62 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 4 5 5 5 5 4 28 
65 5 5 5 4 5 5 29 
66 4 4 4 4 4 4 24 
67 4 5 5 5 4 5 28 
68 5 4 4 3 4 5 25 
69 4 4 4 3 4 3 22 
70 4 5 5 5 4 4 27 
71 4 4 4 4 4 4 24 
72 4 4 5 5 4 4 26 
73 5 4 3 3 3 3 21 
74 4 4 4 4 4 4 24 
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75 4 4 4 4 4 4 24 
76 5 4 5 5 4 5 28 
77 5 5 5 5 5 5 30 
78 5 4 5 4 5 4 27 
79 4 4 4 4 4 4 24 
80 4 4 4 4 4 4 24 
81 5 5 5 4 4 4 27 
82 5 5 4 4 4 4 26 
83 4 4 4 4 4 4 24 
84 5 5 5 4 4 4 27 
85 4 4 4 4 4 4 24 
86 4 4 5 4 4 4 25 
87 3 4 4 3 3 4 21 
88 3 3 3 4 3 4 20 
89 4 3 3 4 3 3 20 
90 4 4 4 4 4 4 24 
91 4 4 4 4 4 4 24 
92 4 4 4 4 4 4 24 
93 4 5 4 5 3 5 26 
94 3 4 4 4 4 4 23 
95 4 4 4 4 4 4 24 
96 3 4 4 4 4 4 23 
97 5 5 4 4 4 4 26 
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Lampiran 5 
Hasil Uji dan Olah Data 
A. UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
DESCRIPTIVES VARIABLES=KATOTAL PATOTAL PENANGTOTAL 
IATOTAL KPTOTAL IKETOTAL 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
Descriptives 
Notes 
Output Created 14-JUN-2017 09:31:53 
Comments  
Input Data E:\Data Regresi.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
97 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=KATOTAL 
PATOTAL PENANGTOTAL 
IATOTAL KPTOTAL 
IKETOTAL 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 
Resources Processor Time 00:00:00,00 
Elapsed Time 00:00:00,02 
 
[DataSet1] 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KATOTAL 97 12.0 29.0 19.722 3.4992 
PATOTAL 97 6.0 20.0 14.660 3.0513 
PENANGTOTAL 97 12.0 25.0 19.052 2.6511 
IATOTAL 97 8.0 20.0 14.619 3.0702 
KPTOTAL 97 12.0 25.0 19.196 2.5603 
IKETOTAL 97 18.0 30.0 25.103 2.9386 
Valid N (listwise) 97     
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B. UJI VALIDITAS DAN RELIABELITAS DATA 
1. Uji  Validitas dan Reliabelitas Kesenjangan Anggaran 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,668 6 
 
Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
KA1 2,89 1,069 97 
KA2 3,78 ,753 97 
KA3 2,63 1,014 97 
KA4 3,67 ,898 97 
KA5 2,99 1,056 97 
KA6 3,76 ,875 97 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KA1 16,84 9,181 ,296 ,667 
KA2 15,94 9,559 ,455 ,615 
KA3 17,09 8,564 ,447 ,608 
KA4 16,05 8,966 ,460 ,606 
KA5 16,73 9,511 ,249 ,683 
KA6 15,96 8,623 ,555 ,575 
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Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19,72 12,245 3,499 6 
 
2. Uji  Validitas dan Reliabelitas Partisipasi Anggaran 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=PA1 PA2 PA3 PA4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,813 4 
 
Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
PA1 3,54 1,081 97 
PA2 3,85 ,928 97 
PA3 3,48 ,914 97 
PA4 3,79 ,877 97 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item Deleted 
PA1 11,12 5,172 ,604 ,785 
PA2 10,81 5,340 ,725 ,721 
PA3 11,18 6,084 ,530 ,810 
PA4 10,87 5,659 ,690 ,741 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
14,66 9,310 3,051 4 
 
3. Uji  Validitas dan Reliabelitas Penekanan Anggaran 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=PENANG1 PENANG2 PENANG3 PENANG4 
PENANG5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,731 5 
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Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
PENANG1 3,85 ,833 97 
PENANG2 3,68 ,930 97 
PENANG3 3,89 ,610 97 
PENANG4 3,84 ,687 97 
PENANG5 3,80 ,716 97 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
PENANG1 15,21 4,645 ,470 ,695 
PENANG2 15,37 4,069 ,558 ,661 
PENANG3 15,16 5,473 ,415 ,713 
PENANG4 15,22 4,942 ,528 ,673 
PENANG5 15,25 4,876 ,518 ,676 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19,05 7,029 2,651 5 
 
4. Uji  Validitas dan Reliabelitas Informasi Asimetri 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=IA1 IA2 IA3 IA4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,826 4 
 
Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
IA1 3,63 1,102 97 
IA2 3,88 ,916 97 
IA3 3,67 ,838 97 
IA4 3,44 ,913 97 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
IA1 10,99 4,906 ,677 ,774 
IA2 10,74 5,610 ,686 ,765 
IA3 10,95 6,716 ,462 ,855 
IA4 11,18 5,209 ,813 ,706 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
14,62 9,426 3,070 4 
 
5. Uji  Validitas dan Reliabelitas Keadilan Prosedural 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,800 5 
 
Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
KP1 3,79 ,790 97 
KP2 3,89 ,610 97 
KP3 3,84 ,687 97 
KP4 3,80 ,716 97 
KP5 3,88 ,617 97 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item Deleted 
KP1 15,40 4,160 ,550 ,776 
KP2 15,31 4,799 ,517 ,780 
KP3 15,36 4,275 ,636 ,744 
KP4 15,39 4,241 ,610 ,752 
KP5 15,32 4,553 ,616 ,753 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19,20 6,555 2,560 5 
 
6. Uji  Validitas dan Reliabelitas Iklim Kerja Etis 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=IKE1 IKE2 IKE3 IKE4 IKE5 IKE6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,887 6 
 
Item Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
IKE1 4,27 ,621 97 
IKE2 4,28 ,573 97 
IKE3 4,28 ,554 97 
IKE4 4,14 ,677 97 
IKE5 4,05 ,635 97 
IKE6 4,08 ,607 97 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item Deleted 
IKE1 20,84 6,077 ,710 ,866 
IKE2 20,82 6,104 ,778 ,856 
IKE3 20,82 6,209 ,767 ,859 
IKE4 20,96 6,186 ,591 ,888 
IKE5 21,05 6,237 ,629 ,880 
IKE6 21,02 5,979 ,771 ,856 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
25,10 8,635 2,939 6 
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C. UJI ASUMSI KLASIK 
1. UJI NORMALITAS 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT KATOTAL 
  /METHOD=ENTER PATOTAL PENANGTOTAL IATOTAL 
KPTOTAL IKETOTAL 
  /SAVE RESID. 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 97 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,93939536 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,061 
Positive ,061 
Negative -,044 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. ,837e 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,827 
Upper 
Bound 
,847 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
 
2. UJI MULTIKOLINEARITAS 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
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  /DEPENDENT KATOTAL 
  /METHOD=ENTER PATOTAL PENANGTOTAL IATOTAL 
KPTOTAL IKETOTAL 
  /SAVE RESID. 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.872 3.143  .914 .363   
PATOTAL .413 .103 .360 3.988 .000 .952 1.050 
PENANGT
OTAL 
.183 .223 .138 .819 .415 .272 3.681 
IATOTAL .016 .104 .014 .151 .880 .933 1.072 
KPTOTAL .122 .239 .089 .511 .611 .253 3.954 
IKETOTAL .189 .136 .159 1.384 .170 .591 1.692 
a. Dependent Variable: KATOTAL 
 
3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
COMPUTE ABS_RES=ABS(RES_1). 
EXECUTE. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ABS_RES 
  /METHOD=ENTER PATOTAL PENANGTOTAL IATOTAL. 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 1.565 1.521  1.029 .306   
PATOTAL -.039 .057 -.073 -.693 .490 .966 1.035 
PENANGT
OTAL 
.044 .066 .070 .662 .510 .953 1.050 
IATOTAL .041 .056 .075 .722 .472 .981 1.019 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
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D. UJI HIPOTESIS 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT KATOTAL 
  /METHOD=ENTER PATOTAL PENANGTOTAL IATOTAL KPTOTAL 
IKETOTAL X1Z1 X2Z1 X3Z1 X1Z2 X2Z2 X3Z2. 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3Z2, 
PATOTAL, 
KPTOTAL, 
X1Z2, 
IKETOTAL, 
PENANGTO
TAL, 
IATOTAL, 
X2Z1, X1Z1, 
X3Z1, X2Z2b 
. Enter 
a. Dependent Variable: KATOTAL 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,995a ,989 ,988 ,384 
a. Predictors: (Constant), X3Z2, PATOTAL, KPTOTAL, 
X1Z2, IKETOTAL, PENANGTOTAL, IATOTAL, X2Z1, 
X1Z1, X3Z1, X2Z2 
 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1162,971 11 105,725 718,151 ,000b 
Residual 12,514 85 ,147   
Total 1175,485 96    
a. Dependent Variable: KATOTAL 
b. Predictors: (Constant), X3Z2, PATOTAL, KPTOTAL, X1Z2, IKETOTAL, 
PENANGTOTAL, IATOTAL, X2Z1, X1Z1, X3Z1, X2Z2 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,289 3,024  3,733 ,000 
PATOTAL ,164 ,161 ,143 1,018 ,312 
PENANGTOTAL ,334 ,100 ,253 3,344 ,001 
IATOTAL -,021 ,117 -,019 -,182 ,856 
KPTOTAL ,247 ,160 ,181 1,546 ,126 
IKETOTAL -,603 ,162 -,507 -3,721 ,000 
X1Z1 ,006 ,007 ,125 ,814 ,418 
X2Z1 -,019 ,005 -,511 -4,006 ,000 
X3Z1 -,001 ,007 -,011 -,072 ,942 
X1Z2 ,039 ,001 1,383 70,538 ,000 
X2Z2 -,011 ,008 -,287 -1,427 ,157 
X3Z2 ,001 ,007 ,027 ,146 ,884 
a. Dependent Variable: KATOTAL 
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